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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang
Maha Esa atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan
Hidayah-Nya sehingga seluruh kegiatan dan tugas-tugas
yang diamanatkan kepada Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan Maluku Direktorat Jenderal Perumahan
dapat terselesaikan dengan baik dan Prosiding kegiatan
Advokasi Kemandirian Pokja PKP ( Peran Kolaborasi
Sinergitas Antar Sektor dan Penguatan Basis Data Dalam
Mendorong Percepatan Pembangunan dan
Pengembangan PKP ) di Daerah Kota Tual Tahun 2023
dapat diterbitkan.

Kegiatan ini dilakukan untuk sebagai tindak lanjut Amanah Peraturan Menteri PUPR
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman serta untuk mendorong percepatan dan efektifitas pendataan
Program Sejuta Rumah (PSR) dalam hal ini keberadaan Pokja PKP maupun Forum PKP sebagai
wadah yang berfungsi mengkoordinasikan, mensinkronisasikan arah kebijakan dan strategi
program daerah lintas sektor terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman di daerah Kota Tual yang optimal.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi
baik dari sejumlah OPD (Kabag Hukum, DPMD,DPKP,Perumdam
Maren,Dishub,DLHK,Bappelitbang, Tenaga Ahli ( Perencanaan,Kelembagaan dan Pendataan
), TIM BP2P Maluku serta para panitia kegiatan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu
yang telah saling membantu dalam mensukseskan pelaksanaan kegiatan ini.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan

Perumahan Maluku

PITHER PAKABU, S.T., M.Si
NIP. 19691218 1996603 1 005
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BAB I.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perumahan dan kawasan permukiman dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah termasuk dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, memberi
konsekuensi adanya keharusan pada setiap tingkatan pemerintahan untuk
menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman (PKP). Pemerintah pusat
maupun daerah perlu menyelenggarakan PKP karena dapat mendukung penataan dan
pengembangan wilayah, menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sistem, dan budaya,
dan menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau. Pemerintah dalam
penyelenggaraan PKP berorientasi pada pemenuhan akses masyarakat terhadap layanan
bidang PKP, yang tercermin pada aktivitas perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan. Pemerintah menentukan target capaian yang akan dipenuhi di wilayah kerjanya,
dan dalam hal ini pemerintah menyusun strategi pemenuhan dengan melibatkan berbagai
para pemangku kepentingan yang ada. Pemerintah juga menyusun sejumlah kebijakan dan
aturan untuk memayungi atau menjadi panduan dalam implementasi program/kegiatan yang
telah disusun dan juga untuk mendorong optimalisasi peran dari para pelaku pembangunan
ikut terlibat dalam pembangunan bidang PKP (pemerintah sebagai enabler). Pemerintah juga
menjadi provider dalam pemenuhan akses layanan bidang PKP tetapi melihat bahwa
anggaran pemerintah terbatas, maka peran pemerintah sebagai fasilitator/enabler sangat
penting agar pihak non-pemerintah dapat berperan aktif memberi kontribusi nyata dalam
penyediaan layanan bidang PKP bagi masyarakat. Pemerintah pun melakukan pengendalian
dan pengawasan terhadap kuantitas dan kualitas layanan yang dihasilkan.

Perumahan dan kawasan permukiman (PKP) sebagai urusan pemerintahan konkuren dan
termasuk urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana
tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan
yang sangat kompleks dan bersifat multi sistem. Penanganan urusan PKP tidak bisa ditangani
secara sendiri, oleh karenanya harus dilakukan secara komprehensif, sinergis, dan kolaboratif
dari pusat hingga daerah. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pasal 54 mengamanatkan adanya upaya
mengkoordinasikan pengembangan PKP berupa kelompok kerja perumahan dan kawasan
permukiman (Pokja PKP) pada setiap tingkatan pemerintahan. Keberadaan Pokja PKP
diharapkan dapat meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi berbagai
sistem pada pengembangan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan terkait PKP sehingga
penyelenggaraan PKP menjadi lebih efektif dan efisien.

Advokasi Kemandirian Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman di
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Urgensi Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan
dasar manusia yang dilaksanakan dengan berbagai fungsi strategis, yaitu diantaranya sebagai
pusat pembentukan karakter bagi keluarga, pelestarian budaya, serta peningkatan kualitas
pada generasi yang akan datang. Selain itu, pelaksanaan pembangunan perumahan dan
permukiman dapat meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat yang
dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak. Pada
implementasinya, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia
mengalami berbagai tantangan, diantaranya meliputi rumah tidak layak huni, permukiman
kumuh, backlog, dan tantangan perumahan lainnya. Untuk mengatasi permasalahan
perumahan dan permukiman tersebut, pemerintah menetapkan target pembangunan yang
termuat pada rencana jangka panjang dan menengah nasional yang didapatkan berdasarkan
data demand masyarakat terhadap perumahan, data supply perumahan, serta data lainnya
yang menunjang terwujudnya jumlah target pembangunan pada suatu wilayah. Sehingga
untuk mendapatkan target perumahan dan terpenuhinya jumlah perumahan yang baik, maka
dibutuhkan kegiatan pendataan yang komprehensif terkait perumahan dan kawasan
permukiman pada masing-masing wilayah yang ada khususnya di Provinsi Maluku.

Pada penerapannya, kegiatan pendataan yang dilakukan ini mengalami berbagai kendala
seperti terbatasnya informasi yang didapatkan, serta sulitnya mendapatkan data yang
bersumber dari Kabupaten/Kota. Untuk memudahkan terpenuhinya data tersebut,
pemerintah melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan ( BP2P ) melakukan pendataan
sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai langkah untuk mengkolaborasikan,
mensinkronkan, dan mengkoordinasikan program serta kegiatan lainnya yang berkaitan
dengan perumahan dan kawasan permukiman pada masing-masing provinsi. Pendataan
terkait perumahan dan permukiman pada lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
Provinsi Maluku- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat dilaksanakan oleh Tim
Ahli Perencanaan dan Pendataan (TAPP) Provinsi Maluku dengan melibatkan berbagai dinas
serta perangkat daerah yang kemudian dikoordinasikan melalui Kelompok Kerja
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP).

Mengingat juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 131 bahwa pelibatan peran
masyarakat dalam penyelenggaraan PKP berupa pemberian masukan, disampaikan melalui
Forum PKP dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 54 dan Pasal 84 yang
mengindikasikan perlunya ada Forum PKP dalam mendukung penyelenggaraan PKP, dengan
demikian pembentukan Forum PKP menjadi hal yang tak terelakkan untuk mewujudkan
penyelenggaraan PKP yang efektif dan efisien. Amanah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 dengan hadirnya Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan (BP2P) sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Perumahan dalam
melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan di daerah agar
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penyelenggaraan perumahan lebih tepat guna dan tepat sasaran. Kegiatan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Maluku
pada Tahun 2023 mempunyai beberapa fokus utama, yaitu: 1) Peningkatan kemandirian Pokja
PKP di daerah; dan 2) Pembinaan Pengelolaan data dan sistem informasi bidang PKP, 3)
Pendampingan terkait dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman ( RP3KP ).

Peningkatan kemandirian Pokja PKP dititik beratkan pada pembentukan/restrukturisasi
Pokja PKP dan pembentukan Forum PKP berikut program kerjanya sesuai dengan amanat
Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam
Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan Permukiman, serta pemantauan dan mendorong
penerapan SPM bidang perumahan melalui Pokja PKP Provinsi dan Pokja PKP Kabupaten/
Kota. Terkait Pengelolaan data dan sistem informasi bidang PKP dititikberatkan pada
mendorong kemandirian Dinas PKP provinsi dan Dinas PKP kabupaten/kota dalam
pengumpulan dan pengelolaan data PKP, pengumpulan data koordinat kegiatan Ditjen
Perumahan dalam rangka mendukung kegiatan Kebijakan Satu Peta , pengorganisasian dan
pendokumentasian data perumahan ke dalam Sistem Informasi Bantuan Penyediaan
Perumahan (SIBARU), Kolaborasi data dan informasi sistem terkait PKP dan melakukan
konsolidasi data PKP. Kemudian terkait pendampingan RP3KP dititikberatkan pada
pendampingan penyusunan-review/pengecekan kualitas dokumen RP3KP sedang atau sudah
disusun - pendampingan penyusunan Ranperkada/Ranperda (RP3KP ) serta sosialisasi RP3KP
hingga monitoring status RP3KP Prov/Kab/Kota.

Melihat urgensi tersebut dan sebagai tahap lanjutan dalam pelaksanaan kegiatan
perumahan dan kawasan permukiman agar maksimal dan tepat guna , maka Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku perlu melakukan kegiatan di kab/kota yang ada di
Provinsi Maluku dengan pembahasan yaitu terkait ‘“Advokasi Kemandirian Pokja PKP ( Peran
Kolaborasi Sinergitas Antar Sektor dan Penguatan Basis Data Dalam Mendorong Percepatan
Pembangunan dan Pengembangan PKP ) di Daerah Kota Tual ”.

1.2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Advokasi Kemandirian Pokja PKP ( Peran Kolaborasi Sinergitas Antar Sektor dan
Penguatan Basis Data Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan dan Pengembangan PKP
) di Daerah Kota Tual diselenggarakan dengan maksud dan tujuan dapat dijelaskan pada sub
bab berikut :

Advokasi Kemandirian Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman di 3
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1.2.1. Maksud

Adapun maksud dari kegiatan Advokasi Kemandirian Pokja PKP ( Peran Kolaborasi
Sinergitas Antar Sektor dan Penguatan Basis Data Dalam Mendorong Percepatan
Pembangunan dan Pengembangan PKP ) di Daerah Kota Tual Tahun 2023 dimaksudkan
sebagai upaya tindak lanjut Amanah Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta untuk
mendorong percepatan dan efektifitas pendataan Program Sejuta Rumah (PSR) dalam hal ini
keberadaan Pokja PKP dan Forum PKP sebagai wadah yang berfungsi mengkoordinasikan,
mensinkronisasikan arah kebijakan dan strategi program daerah lintas sektor terkait dalam
rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di
daerah Kota Tual yang optimal.

1.2.2. Tujuan

Tujuan dari Kegiatan Advokasi Kemandirian Pokja PKP ( Peran Kolaborasi Sinergitas
Antar Sektor dan Penguatan Basis Data Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan dan
Pengembangan PKP ) di Daerah Kota Tual Tahun 2023 ini adalah:

1. Mendorong kapasitas kelembagaan dan evaluasi kinerja kelembagaan di Kota Tual.

Memberikan pendampingan pembentukan forum PKP.

3. ldentifikasi-Updating Data Demand-Supply Perumahan dalam Pemenuhan Basis Data,

Updating Data Perbaikan RTLH dan Pencapaian Target Program Sejuta Rumah ( PSR).

4. Mendorong peningkatan ( SPM ) Standart Pelayanan Minimal Bidang Perumahan.

5. Mendorong pendayagunaan dalam memaksimalkan RP3KP sebagai dokumen
perencanaan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan efisien.

6. Dapat membantu koordinasi dan memperlancar tugas dari Tenaga Ahli ( Pendataan,

Kelembagaan dan Perencanaan ) dari Dinas PKP Kota Tual , Pokja PKP Kota Tual dan

seluruh perangkat OPD pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan ( BP2P) Maluku.

1.2.3. Waktu Penyelenggaraan

Kegiatan Advokasi Kemandirian Pokja PKP ( Peran Kolaborasi Sinergitas Antar Sektor
dan Penguatan Basis Data Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan dan Pengembangan
PKP ) di Daerah Kota Tual Tahun 2023 dilakukan secara offline yang tempat
penyelenggaraannya dengan rincian sebagai berikut:

e Hari Tanggal : Jumat, 24-26 November 2023
e Pukul : 09:00 WIT - Selesai
e Tempat : Ruang Rapat Kantor DPKP Kota Tual dan dilanjutkan

dilanjutkan pada survei eksisting

Advokasi Kemandirian Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman di 4
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1.2.4. Peserta

Peserta yang hadir dalam Advokasi Kemandirian Pokja PKP ( Peran Kolaborasi
Sinergitas Antar Sektor dan Penguatan Basis Data Dalam Mendorong Percepatan
Pembangunan dan Pengembangan PKP ) di Daerah Kota Tual Tahun 2023 tersebut dihadiri
oleh sejumlah OPD ( Kabag Hukum, DPMD, DPKP, Perumdam Maren, Dishub, DLHK,
Bappelitbang, Tenaga Ahli -Pendataan, Perencanaan dan Kelembagaan Balai P2P Maluku.
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BAB II.
POKOK - POKOK PEMBAHASAN PENYELENGGARAN KEGIATAN ADVOKASI

2.1. Pembukaan dan Arahan

Kegiatan Advokasi Kemandirian Pokja PKP ( Peran Kolaborasi Sinergitas Antar Sektor dan
Penguatan Basis Data Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan dan Pengembangan PKP
) di Daerah Kota Tual Tahun 2023 diawali dengan sambutan dan arahan Kadis PKP Kota Tual
dan TA.Perencanan-Kelembagaan Balai P2P Maluku. Adapun point arahan yang disampaikan
Kadis PKP Kota Tual ialah menekankan bahwa masalah perumahan merupakan urusan waijib
bersama seluruh stakholder untuk dapat bersama-sama mengambil peran dalam
menuntaskan masalah perumahan ( backlog perumahan , rumah tidak layak huni maupun
kondisi kekumuhan dll ) dan dapat disadari sungguh juga bahwa penyelenggaraan perumahan
dapat berjalan secara optimal tidak dapat terlepas pisahkan dari seluruh unsur stakholder
didalamnya sehingga butuh komitmen dan kesungguhan dari seluruh stakholder untuk
bersama-sama membantu maupun menyokong penyelenggaraan perumahan dalam hal
pendataan, pendanaan kolaboratif dalam mensukseskan pelaksanaan PKP tersebut
khususnya di Kota Tual dalam menuntaskan backlog perumahan dan RTLH yang ada agar
dapat berjalan efektif dan efisien. Sedangkan point arahan yang disampaikan TA.Perencanan
dan Kelembagaan Balai P2P Maluku terkait dengan menjelaskan tujuan agenda Advokasiialah
mendorong eksistensi keberfungsian dan peran Pokja PKP dan Forum PKP, membantu
memberikan pendampingan pembentukan forum PKP, identifikasi Data DemandSupply
Perumahan dalam Pemenuhan Basis Data dan Pencapaian Target Program Sejuta Rumah (
PSR ) , mendorong peningkatan ( SPM ) Standart Pelayanan Minimal Bidang Perumahan,
mendorong pendayagunaan dalam memaksimalkan RP3KP sebagai dokumen perencanaan
perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan efisien serta dapat berpartisipasi aktiv
dalam membantu koordinasi data dIl antara Balai P2P dan Kota Tual dapat berjalan dengan
lancar.

2.2. Peran Kolaborasi dan Sinergitas Antar Sektor Sebagai Instrument Penting Penanganan
Permasalahan Perumahan di Daerah Kota Tual hingga Teknis Penyusunan-Review-
Legalitas RP3KP sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan
perumahan dan kawasan permukiman.

Materi ini disampaikan oleh TA.Perencanaan dan Kelembagaan Prov.Maluku ( Ahmad
Latupono, S.P ) . Didalam materi ini membahas beberapa hal terkait dengan pedoman
dasar hukum ialah:

e Amanat Amandemen UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1)

e UU No.39 Tahun 1999 ( Pasal 40 ) Tentang Hak Asasi Manusia

Advokasi Kemandirian Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman di
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e UU No.1Tahun 2011 ( Pasal 131) Tentang PKP

e UU No.23 Tahun 2014 ( Pelayanan dasar menjadi urusan pemerintahan daerah (
Pokja PKP))

e PP 88 Tahun 2014 ( Pasal 16)

e Permen PUPR 12 Tahun 2020 ( Pasal 17 dan 20-26 )

Pokja PKP adalah kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman yang adalah
lembaga untuk mengkoordinasikan, mensinkronisasikan serta mengintegrasikan urusan
pengembangan PKP pada tingkatan masing-masing sedangkan Forum PKP adalah wadah
untuk memperemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan
PKP di daerah. Urgensi Pokja dan Forum Pokja perlu dioptimalkan dikarenakan urusan PKP
sangat kompleks/multisector, terdapat gap dari pelaku kepentingan, koordinasi dan
sinkronisasi antar sektor nampak stagnan apabila pokja/forum tidak optimal, pengawasan dan
pengendalian yang lemah, sejumlah dokumen pembangunan didaerah sangat minim dan
beriringan dengan kualitasnya yang rendah.

Keberfungsian Pokja PKP agar optimalkan perlu didasarkan atas 5 indikator penilaian
yakni : aktivitas monitoring, rencana kerja Pokja, seketariat PKP, aktivitas rapat rutin,
dukungan BOP. Evaluasi Kinerja dan Keberfungsian ini berfungsi apabila ke 5 indikator
tersebut dapat terlaksana, namun salah satu saja indicator tidak terlaksana/Sebagian tidak
terlaksana maka otomatis dapat dikatakan Pokja PKP tersebut tidak berfungsi, hal tersebut
dikarena ke 5 indikator tersebut saling memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya. Dalam hal
ini, melihat indicator tersebut dapat disimpulkan kinerja Pokja PKP Kota Tual berfungsi cukup
baik dibanding kab/kota lainnya dalam hal ( aspek kelembagaan, perencanaan hingga
pendataan ).

INDIKATOR KEBEERFUMNGSIAN POK.JA PKP

5 indikator -

1.Memiliki Program/Rencana Kerja
2. Memiliki Sekretariat Pokja PKP
2. Dukungan BOP

4 _Aktivitas Rapat Rutin

S.Aktivitas Monitoring Rutin

BT <Unanc seRrunesi | Tioa sesruncs:

Pokja akan Polkja akan Pokja akan

dinyatakan ';':;'rr:‘f:ﬂ-ka_" 'ﬂ":_'l's dinyatakan tidak
berfungsi apabila mgsi apabili=a berf i bil
telah memenuhi 5 har;ya. r:‘:;‘_er_:"h. ha‘:y:.:l?es::epnaul'llial*
DL L LB Sl indikator tersebut. indikator tersebut.
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Disampaikan pula bahwa peran dan tugas Pokja di Bidang Infrastruktur dan
Perumahan yakni terdapat 4 point penting yakni dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan,
pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, dan pelaku lainnya,

Meilaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, :tutegi. program
nasional dan program provinsi di wilayah kabupaten/kota

Mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda

pembangunan daerah; dan

Memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP
kabupaten/kota.

Lebih lanjut disampaikan potensi-potensi yang dimiliki setiap wilayah sebenarnya
perlu dimaksimalkan secara baik seperti : lahan, perizinan dan mitra non pemerintah maupun
kolaborasi potensi Balai P2P dan CK, gandeng lembaga non pemerintah ( Baznas dIl ) maupun
Peran DPMD kolaborasi juga dengan pemda untuk intervensi alokasi dana desa bisa dilakukan
dalam penuntasan RLTH dan backlog. Dalam penyampaian tersebut disampaikan juga
penekanan pada diseminasi pembinaan persiapan agenda sesegera mungkin dapat dilakukan
pembentukan Forum PKP. Pembentukan dan penyelenggaran Forum PKP difasilitasi oleh
Pokja PKP ( Permen PUPR No.12 Tahun, Pasal 14 ). Dalam hal ini, Forum PKP ( sesuai Pasal 1
angka 4 Permen PUPR 12/2020 merupakan wadah untuk mempertemukan dan membicarakan
kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP, dengan demikian Forum PKP tidak
terbentuk dari suatu Lembaga atau entitas organisasi tetapi berupa penyelenggara wadah
pertemuan untuk berdiskusi-berdialog-berkomunikasi dan berkoordinasi antar pelaku yang
berkepentingan. Perlu menjadi perhatian juga ditekankan bahwa keberadaan pembentukan
Forum PKP pada dasarnya merupakan bentuk mewujudkan tata Kelola yang baik ( good
govermance ) dalam penyelenggaraan PKP yaitu penyelenggaraan PKP dilakukan secara
insklusif dengan telah melibatkan peran masyarakat dan adanya transparansi.

Adapun dapat dipahami tugas dan fungsi Forum PKP ialah sebagai berikut :

e Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

e Membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan
PKP.

e Meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat.
e Memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
e Melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan PKP.

Advokasi Kemandirian Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman di
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Perlu dipahami juga untuk stuktur forum PKP terdiri dari ketua, sekretaris dan

keanggotaan Forum PKP perlu terdiri dari unsur ialah sebagai berikut :
¢ Instansi pemerintah yang terkait dengan bidang PKP (Pokja PKP)

e Asosiasi perusahan penyelenggara PKP

e Asosiasi profesi penyelenggara PKP

e Asosiasi perusahaan barang dan jasa mintra penyelenggara PKP
e Pakar di bidang PKP dan/atau
e Lembaga swadaya Masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang

berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan PKP.

Disampaikan pula dalam pembinaan persiapan pembentukan forum PKP perlu
memperhatikan lebih jelas alur yang perlu dtempuh, yang mana dapat dilihat pada gambar

dibawabh ini:

Alur Pembentukan Forum PKP \ mpurs

POKIJA PKP

Pembentukan Forum PKP
Provinsi/Kabupaten /Kot
ditetapikan olen Ketua
Pokja PKP

Provinsi/Kabupaten/Kota

Mengidentifikasi
unsur calon
anggota Forum
PKP

Pokja PKFP memfasilitasi
Pembentukan Forum PKP
meialuil rapat
pembentukan Forum PKF

Pokja PKP
menyampaikan
hasil identufikass
k=pads calon
anggots Forom
PKP

Unsur calon Forum
mengusulkan nama calon
anggota Forum PKP
dengan surat rekomendass
kepada Pokja PKP

Disampaikan pula juga terkait dengan strukturisasi Pokja PKP Kota Tual perlu adanya

pembenahan lagi dengan memperhatikan permen kelembagaan terbaru. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

RIVIEW KELEMBAGAAN POKJA PKP/ FORUM PAKP
dan PROLEGDA RP3KP KOTA TUAL

Struktur Pokja PKP Kota Tual
SK: 54.b TAHUN 2020

1. Tim Pembina; Ketua DPRD Kota Tual

2. Tim Pengarah; Ketua Komisi C DPRD Kota
Tual

3. Ketua

4. Sekretaris

5.Bisang Teknis Perumahan Dan
Kawasan Permukiman; Direktur
PDAM Maren Kota Tual

6. Bidang Penataan Ruang

7. Bidang Advokasi dan Koordinasi

8. Bidang Pembiayaan dan Kemitraan;
Akademisi

& 9.Bidang Pendataan dan Informasi

Struktur & Keanggotaan Pokja PKP
Kabupaten/ Kota
Permen 12/2020; Pasal 32 & 33

‘ (APUR
Struktur Pokja PKPv

‘. Pengarah l

a. Pengarah: i%
* Ketua / \
« Wakil Ketua Tim Pelaksana Ketua Pokja PKP R
« Anggota —————  Sekretaris ‘
b. Pelaksana; ‘ ‘
« Bid. Kebijakan dan Strategi !
« Bid. Teknis PKP Bidang A Eidang B idang D, ast. |
+ Bid. Kelembagaan, Kemitraan & sl Wi
Informasi Bid Kebyakan Bid Pemantauat
» Pemantauan & Evaluasi dan Strategi Kelem & Informasi & Evaluasi |
. [ Tim Sekretariat
- Pimpinan

c. Keanggotaan: Perencanaan, PUPR,
PKP, Pertanahan & LH

Y

=]
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Pokja PKP harus dapat memainkan peranan penting untuk jalin kolaborasi dengan libatkan
mitra non pemerintah ( baznas dIl ) maupun juga dapat memaksimalkan potensi mitra BUMN
dan BUMD perusahan besar bisa saling kolaborasi . Misalnya perbankan punya dana CSR dari
sisa laba keuntungan bisa diintelorir ke bidang perumahan. Harapannya dengan potensi
pemda maupun mitra non pemerintah urusan permasalahan PKP dapat berjalan lebih efektif
dan efisien ( dalam hal menangani penuntasan PKP yang belum tertuntaskan dilapangan dan
masalah PKP dapat teratasi dengan baik ) .Maupun juga Pokja PKP dapat berkolaborasi
dengan pihak CSV yang sudah diterapkan adalah antara perusahaan dan masyarakat,
masyarakat sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat dalam melakukan program yang
sama-sama menguntung dan mendukung usaha perusahaan, namun dalam CSV bagi
penyediaan perumahan agak berbeda , yang pertama dari sisi perusahaan, yang kedua dari
sisi masyarakat sebagai pelaku, yang ketiga masyarakat penerima manfaat yang bisa sebagai
pelaku maupun tidak, tetapi masyarakat yang bisa dari dalam internal perusahaan ataupun
external dalam lingkungan perusahaan yang belum memiliki tempat tinggal.Disampaikan pula
disamping itu juga peran Pokja PKP dan Forum PKP dalam penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman di Provinsi Maluku, tidak terlepas dari peran masyarakat juga penting
dalam memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui Forum
PKP yang berkaitan dengan hal-hal penyusunan rencana pembangunan PKP, pelaksanaan
pembangunan PKP, pemanfaatan PKP, pemeliharaan-perbaikan PKP, serta pengendalian
penyelenggaran PKP ( sesuai amanat Permen PUPR No.12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat
Dalam Penyelenggaraan PKP ) .

Keberadaan dokumen perencanaan RP3KP ( Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman ) merupakan hal penting karena sebagai acuan bagi
seluruh pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan dalam melaksanakan proses
pembangunan untuk mengatasi masalah sektor perumahan dan kawasan permukiman dalam
jangka waktu 20 Tahun kedepan yang lebih baik, terarah dan tepat sasaran . Dalam menyusun
tujuan RP3KP ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

e Disusun berdasarkan isu strategis dan keinginan cita-cita PKP 20 Tahun kedepan

e Bersifat spesifik menggambarkan permasalahan potensi, peluang tantangan PKP dan
mencirikan khasan daerah

e Kalimat tujuan disusun dalam satu tangkaian kalimat yang jelas

e Dapat memberi arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RP3KP

Disampaikan juga untuk kab/kota yang telah memiliki RP3KP perlu terus melaporkan
status RP3KP sudah sampai ditahap mana. dan nantinya juga Balai P2P Maluku atas dasar
tupoksi dari Dirjen Perumahan kedepannya akan melakukan penilaian terhadap RP3KP yang
telah dimiliki pada masing-masing kab/kota. Dalam hal ini tata cara pelaporannya:
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e Dilakukan oleh Balai/TA dengan berkoordinasi dengan Dinas PKP PKP Prov/Kab/Kota

e Pelaporan menggunakan formast yang sudah disediakan oleh Dit.SSPP secara online

e Pelaporan dilakukan dua kali dalam setahun yaitu minggu pertama bulan juni dan
desember

e Pelaporan wajib menyertakan dokumen RP3KP ( progress terakhir dokumen saat
update status)

Kedudukan RP3KP dalam Sistem Perencanaan | ASEAN

| remencmvsn e | | perexcanaas e | [ serencaan s pencancoanan Pusat.oasrak |

PUSA

DAERA

Lebih lanjut juga disampaikan terkait dengan RP3KP yang telah dimiliki oleh Kota Tual perlu
dikaji kembali/direview muatan substansi agar lebih relevan dan juga perlu berpedoman pada
muatan SE Dirjen Nomor 06/SE/Dr/2022 Tentang Petunjuk Teknis Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun lebih jelas
dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

02

PENYUSUNAN

i A. Pendataan

, MUATAN

RP3KP dilengkapi dengan:
1.Buku Rencana
2.Album Peta

—— Peraturan Daerah Provinsi tentang
FAN i

03

LEGISLASI

1. Data Primer
2.Data Sekunder

ouTPUT | Profil Dasrah (Buku Data)

B.Analisis

RENCANA : L Kajian Kebijaken
2.Kondisi Fisik Wilayah Tahap Legislasi RP3KP Provinsi dan
. 3.Kondisi Sosial, Budaya dan Kabu?:a(e?l/l(ma merupakan kegiatan . Bula Rencann adaish hasil kegiatan
Tahap Penyusunan Rencana RP3KP {e} MUATAN |  Kependudukan e N - MRDKP ) Daciah perumusan yang memuat konsep
i an Kabupaten / Kota 4. Kandisl Perekonomian Provinsi atau Kabupaten/Kota menjadi -
n  melalui 3 (tiga) 5. Kondisi PKp Peraturan Daerah Provinsi  atau
. K 6. Kondisi PSU

Kabupaten/Kota

ouTPUT | Buku Analisis Album Peta Sekurang-kurangnya:

(Provinsi); 1:50.000 (Kab); dan

\ 1:25.000 (Kota)
2. Peta Kondisi Eksisting
/ MUATAM 3. Peta Analisis

4.Peta Rencana dengan skala

C. Perumusan

| 1. Perumusan RP3KP Provinsi

/ MUATAN | 2. Perumusan RP3KP
/ Kabupaten/Kota min 1:25.000 - 1:50.000
- OUTPUT ‘ Buku Rencana (Provinsi); dan 1:10.000

(Kab/Kot)

Advokasi Kemandirian Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman di 1

Kota Tual

1.Peta Dasar skala min 1:250.000



APU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Selanjutnya juga disampaikan pula untuk RP3KP Kota Tual yang telah ada ini perlu juga
memperhatikan matriks kesesuiaan muatan agar dapat membantu mengoreksi dan menilai
kesesuaian sejauh mana relevansi RP3KP yang telah ada apakah sudah sesuai kebutuhan atau
belum, karena mengingat masih banyak wilayah kab/kota dan terkhususnya di Kota Tual yang
telah menyusun RP3KP ini hanya melepaskan penyusunan ini ke pihak konsultan, jadi
sebenarnya Pokja PKP dan seluruh stakeholder perlu mengkaji dan bersama-sama
menyusunan RP3KP tersebut agar harapannya RP3KP yang tersusun bukan hanya pajangan
semata namun keberfungsian dokumen perencanaan tersebut dapat dimaksimalkan dalam
kebutuhan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman dalam jangka waktu 20 Tahun
mendatang secara baik dan tepat serta juga dapat mensegerakan legalisasi RP3KP dalam
peraturan daerah Kota Tual.

Lebih lanjut juga disampaikan pula dalam menghadapi konteks pilkada Tahun 2024
mendatang perlu adanya momentum pengarustamaan RP3KP didalamnya. Dalam hal ini
terkait dengan pengarustamaan urusan PKP kedalam Dokrenda ( RPD) dapat lebih didorong
pada tingkatan skala prioritas program tertentu diantaranya : pemenuhan capaian target SPM
perumahan, peningkatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ), penanganan
perumahan kumuh, percepatan serah terima PSU yang dibangun pengembang, pengelolaan
bantuan PSU dari pemerintah pusat serta sertifikasi pengembang. Dan juga sebagai catatan
terkait pengarustamaan RP3KP ini secara penuh hanya dapat dilaksanakan di Tahun 2026
dengan scenario seluruh daerah sudah menetapkan kedalam Perda RP3KP. Hal serupa juga
perlu menjadi perhatian bersama untuk dapat mengintegrasikan pengarustaman dokumen
RP3KP secara penuh juga ke dalam RPJMD.

Pengarusutamaan Dokumen RP3KP Secara |
Penuh dalam RPIMD —

Muatan Dokumen RP3IKP Provinsi
dan Kab/Kota

Profil penyelenggaraan perumahan Gambaran umum kondisi daerah
dan kawasan permukiman (Bakb 1)
Besaran anggaran yang diperuntukkan Gambaran keuangan daerah
untuk penyelenggaraan PKP (Bab 111}
Permasalahan mendesak dan isu Permasalahan dan isu strategis daerah
strategis penyelenggaraan PKP (Bab IV)
Strategi, arah kebijakan, dan ram
Rencana PKP serta rencana pembangunan daérah il

keterpaduan P5U (Bab 1)

5 Kerangka pendanaan permbangunan
Indikasi program pembangunan dan dan program Perangkat Daerah

pengembangan PKP (Bab Vi)
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2.3. Updating Capaian Program Sejuta Rumah ( PSR ) dan Perbaikan RTLH di Kota Tual

Materi ini disampaikan oleh TA.Pendataan Prov.Maluku ( Tila Yespensa Saya,S.P.W.K ).
Didalam materi ini disampaikan peran diseminasi-advokasi terkait pendataan yakni :

e Koordinasi dan menjamin ketersediaan data terkait perumahan yang valid dan akurat

sesuai dengan format basis data perumahan

e Memberikan pendampingan kepada pokja dalam pengumpulan data perumahan
¢ Mewujudkan kolaborasi dalam pendataan perumahan provinsi dan kab/kota

e Membangun dan mengelola Satu Data Indonesia bidang perumahan

Lebih lanjut disampaikan beberapa pembahasan ialah sebagai berikut :

Urgensi Penyediaan Perumahan yang layak sebagai amanat ( UUD Pasal 28 H ayat 1, UU
No.1/2011, UU No.39/1999 dan Perpres 3/2016 ), tercapainya SDGS tujuan 11.1, mampu
menyerap banyak tenagakerja, berdampak multiplier efek untuk sektor lainnya dan dapat

berperan penghapusan kemiskinan ekstrim serta penurunan stunting di daerah.

Urgensi Program Sejuta Rumah ( PSR ) merupakan gerakan percepatan dan kolaborasi
antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan para pemangku pembangunan
perumahan dalam menyediakan hunian bagi seluruh masyarakat serta terkhususnya bagi
masyarakat penghasilan rendah ( MBR ) dalam menjangkau kepemilikan rumah yang layak
huni serta agar mampu menekan penurunan angka backlog dan RTLH didaerah maupun
penghapusan kemiskinan ekstrim. Dan hal ini juga dalam memastikan penargetan 1 Juta
rumah setiap tahunnya dan dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Adapun dasar hukum
pendataan PSR menjadi tanggung jawab bukan hanya di pusat tapi juga di tingkat daerah:

DASAR HUKUM
PENDATAAN PROGRAM SATU JUTA RUMAH

T —
—'S.
r
= 2
Pemerintoh Pusot Pemerintah Provinsi
Pasal 16 huruf b Pasal 17 huruf a
Pamanntah dolom melaksonokon Pemerinioh Provins dalaom meloksanakan pembinocn
pemtynaon W weawenang: MEMPUnYS wewenonge
Menyusun don menyediokan basis dato Menyusun don menyediakan basis data perumahan
perumahan dan kawason permuikiman dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi
~as

YOI wewenNnong

Menyusun can menyediakan basis dala perumaban don kawasan

Pasal 18 huruf a permukiman pada tingkat kabupaten, kota

Advokasi Kemandirian Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman di
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Pelaksanaan PSR tidak dapat berjalan dengan optimal tanpa adanya basis data terpadu
dalam menjamin kualitas data dalam mengambil keputusan yang tepat guna sehingga perlu
adanya dukungan pendataan rill time/up to date dari seluruh stakeholder di lingkup
pemerintahan pusat dan provinsi/kab/kota dan dukungan kolaborasi pelaksanaan realisasi
dengan kolaborasi pendanaan.Dalam hal ini terkait dengan data, apabila data yang tersedia
berkualitas akan membuat keputusan yang diambil pembuat kebijakan menjadi lebih akurat
dan tepat sasaran. Sebaliknya, informasi yang tidak akurat kemungkinan besar akan membuat
kebijakan yang diambil pun menjadi keliru. Adapun struktur data Program Sejuta Rumah ( PSR
) yang perlu diperhatikan untuk dikoordinasi datanya dan pelaksanaannya dapat dilihat pada
gambar dibawah ini:

SICAP FIEMBANG LN NEGERS

|

rUPR KA Ladn PROV/XASR/ PENGEMBANG ! YAYASaw MASY ARANAT PENGE MBS
WOTA | LEMBAGA | . 1
Sthumbang /@ { | Rummab PBG °
RUSUN ° - Dana Desa ° e ° T Moo L - Esm Q PBG '.° I Tapak ~ T
ie . S [ e, e | ey ] Teemea - tarena .
! —— - PG
- tw 9 Pumca ° Femca e s“'m \ RS Pamis, WS | Rumah Q.: & Pomcs,
a — Sesun >
RUSWA o ""'""""Q o Rusus o Yayasan o [oR——
[ Pamde r—— s Lt — Sin
o ——
FLPP v Polrt ° T Rusunaws
ot —— ~——— e
DaxX. DAU
TAPERA %n o
S T aseha = N atermgan
Lainnya o R os Porotaban Ruman (MERNGO MBR)
Pomcn WL Sumbmr Anggeene
Jeres Program
Penanggurngeawab Dana
BALAI HARUS MEMASTIKAN KETERISIAN DATA <~

& Sastah weretemgran:

SETIAP BULANNYA DARI SUMBER DATA

° D i retaiul o-profe

( Struktur Data Program Sejuta Rumah )

CAPALAM PU
, A PROGRANM SEIUTA RURMAH 2023 [RMALUKLY CJJ:". ...........

EE EE Kamanbarian PLIPR 2681 unit
‘.\ / Foarmsanbaiian L an 20 unit
= MBER Parmureila Danrah A unit MER Capalan
T 43T Program
. . Parsgam g IFE umAit Lhnit Satu St
Rumah
CSR 30 unit 6036
Myt SO0 unit Lnit
HOMN MBR
uu:d“mn Preanigaaimib ng THA unit fee
Masyarakat 500 unit e
! | EERITA ACARA KESEPAKATAMN

TARGET PROGRAM SEJUTA RUMAH TAHUN 2023
Faga woorchrura Tasg Slradegy P i
Program Sequlas PS5 | Tasamn 2333
HariTanggal Jumat, 17 Mt 20 -
Fimpinan.

Dt Fumah Limom dan Komersial
Fusan 1. Pam Fopak Ealed Polgicana Paryedaan PRamanan

3 Farm o Dl e a1, P o TARGET SUPPLY YANG
Fada Nl Jumat tongoal Tujuh Bela i D Pukah Tiga PERLU TERGAPAI
17 NLNFH’“_“U.I i
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Disampaikan juga terkait dengan Target PSR Nasional sebesar 1.176.830 unit dan Target
Provinsi Maluku 6.036 yang perlu tercapai di Tahun 2023 ini dan hal tersebut juga perlu
menjadi dukungan pelaksanaannya di Kota Tual. Lebih jelas dilihat pada gambar dibawah ini

diatas.

Disampaikan juga terkait mekanisme penyampaian data PSR yang nantinya Balal P2P akan
berkoordinasi namun juga menjadi perhatian bersama PKP Tual untuk dapat berperan aktiv
dalam menginput data update realisasi PSR setiap bulannya melalui SIBARU ( PSR ) adapun
penjelasannnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

ALUR MEKANISME PENDATAAN N PermANGON e
PROGRAM SEJUTA RUMAH

Validasi cleh 1. APEN (Rusun dan
o KepalaBolaiP2P 1
Pendataan (data yang masuk 2. i | m’u%

PSR kami angqap 3 dan i Pr o
valid) Non PBG) “\ - # hasd —a m !::csmsag';sa
Validasi cleh 5 Fﬁ , dan Se0ap proving
%‘ml Kepala Diras PKP 1. K/ laing ; hasl integras |
2o el Pondateen ot yana miamik + 2 APED (Rusun, Rusus, , otemata sizem) |
kami 30993 :
) 3. dan Baznas,
valid) Pena daa |
2 4. fengombang %"" .
LR WWQM
== -
e Penyampaian Kembali
data capaian kepada,
Balai F2 .
. Validasi oleh Subdit
Wilayah dan Rentek
Nota Dinas Nota Dinas {datarania data
semester kecads - ~ nama rumah
Perumahan dhieliminie)
LA
. o
E‘M e Neahn S
[ ——— [=] MEKANISME
P KOy 1 :
= PENYAMPAIAN/PENGISIAN FORM

PENGISIAN DATA UPDATE DARI DPKP DENGAN
KOORDINASI DATA PENDUKUNG DENGAN SUMBER
DATA LAINNYA

Tatwel ) 4 Srvure Penains Dovor Percietas Daan Dwrs Persvanan

- Ows Somrtagees M Owoer €N
© O Fats Poma € o P ararar e
[ s S 557300 =
] O S 3® s e e e XL Boven 208

3 Cta Sy (s et b st LS RPN
Ot T gt P W X0 2 -

St T N v rtemes (T Bomer A

UPDATE PER BULAN
TANPA PENGECUALIAN -

Advokasi Kemandirian Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman di 15

Kota Tual



APU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

SISAF PEMEANG LIV N A S

APLIKASE INPUT DATA PROGRAM
SATU JUTA RUMAH

BAAS SOV MO

www.programsatujutarumah.pu.go.id

SEAP MEMEANSUN WESE

Input data secars bulaman can input data penambahan & butsn berjatan
Msal: realisasi bulan Januari S0 unit, tambaran reaksas & bulan Febraan 25 unit. Maka
input di Bulan Februael = 25 it BUKAN 75 unit (SO+25 unk)

3P 2P bachowatiDin untuk meras malas pardangunan RUSUN dan RUSUS d

mnqlu data PSR secara online dan bcvi..l‘ nhnp bulu\.
Non sikumb. dan dats Non PBG o m, o skundur berdaserkan

Rekapan Bulanan Reallsasi secara
berkala ".I-EID bulan: D;r}en 1 opteral sanr BP2P secara aktif membantu pengisian melalui akwen pemda secara
Perumahan > Menteri PUPR >

Setwapres

s PSR don <ikan & @alan target pendataan PSR per Provins di

pade aptkasi pondatan PSR parfu diengkaps dongen uplosd bukt validasi/persetyuan

Kepaly BP 28

L dinens colre
Pemda (Pemproy / Kabupaten & Ko'o)

PFamncis purlu berpartispani skl uruk i b rumah di Wilaysheya pada aplikasi d.
PSR gecara bm'kah whap bulan, secuai mlmndna m
2, DotaPS “,\v'.‘ nlne pada apbkasi peadataan FSR pedu diengkape dengen upload beken vahdasyperseagquan

Fepola D \ly'ru_)(w!'h)l.)
MBR MER MBR _jon MBI MBR Non MBF MBR Non MBH MBR [Non MBR| MBR Non MBF  MBR KOEII_DI_RICPKR?ERhSEAPcEIRLU
UNTUK 1,5 BULAN TERSIS
KABIKOTA DAK PEMDA (PEMDA | YAYASANILEM FPENGEMBANG | PERBANKAN { IMBIFBE ) MASTYARAKAT DAMNA R a0 A

(PB) | (PK) BAGAICSR [ NON FBG ) DESA ( PERLU KOMITMEN
BERSAMA ) .

SRS

Tual . 161 218 - - 3 8 - - 225 a4

TOTAL SUPPLY : 1.456 UNIT

Terkait dengan kelengkapan penyampaian data baseline masih terdapat data yang belum
lengkap sedangkan untuk progress Capaian PSR di Kota Tual terbilang cukup memiliki
progress yang baik karena supply yang berjalan 1.456 unit namun tapi masih menjadi catatan
perlu tetap giatkan progress penanganan dikarenakan kondisi Demand masih cukup tinggi (
+ 4.000 unit ) .Perlu perhatian khusus dan tingkatkan progress lagi serta pendayagunaan
potensi kolaborasi pendanaan yang variative dalam antisipasi/penyelesaian permasalahan
anggaran yang bergeser sehingga pelaksanaan PKP dapat lebih optimal di beberapa bulan
tersisa di Tahun anggaran 2023. Dan juga disampaikan untuk wilayah Kota Tual masih terdapat
wilayah kumuh belum tertangani masih tersisa 50,55 Ha (2019) + 105,97 Ha (2020), melihat
kondisi tersebut Kota Tual masih perlu tetap meningkatkan progress penanganan di kawasan
kumuh walaupun sebelumnya Kota Tual mempunyai prestasi penanganan kumuh yang
lumayan baik dibandingkan dengan 10 kab/kota yang lain di Provinsi Maluku, sehingga perlu
perhatian khusus dan peran komitmen bersama Pokja PKP/Forum PKP dan seluruh
stakeholder Kota Tual Dan diperparah lagi kondisi dari Total 5 Kecamatan dengan 40 Desa
yang ada tersebut masih terdapat status desa di Kota Tual banyak yang berstatus tertinggal
sejumlah 7 Desa , status desa sangat tertinggal 1 desa dan hanya 32 desa yang sudah tidak
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termasuk kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Melihat perkembangan status desa di
Kota Tual ini terbilang cukup baik sehingga hal ini perlu dipertahankan dan yang belum ada
penanganan dapat terus mendorong penanganan program pelaksanaan di kawasan desa
tersebut agar status desa tertinggal dan sangat tertinggal dapat tertuntaskan.

Dalam hal ini, Peran Pokja PKP dan Forum PKP dalam pendatan Perumahan Kota Tual
perlu digiatkan keberfungsiaannya dalam memastikan data PKP terupdate dengan
membangun  system  management pendataan yang rill time, membantu
membantu/memberikan umpan balik terhadap setiap dinamika data PKP, rutin diseminasi
informasi atas data resmi dan informasi PKP, optimalisasi kolaborasi berbagai stakeholder
untuk pendanaan PKP serta optimalkan pemanfaatan fasilitas seluruh potensi pembiayaan
eksisting pemerintah pusat maupun daerah ( DAK Integrasi, APBD, Dana Desa dll ). Yang
menjadi catatan juga bukan hanya terkait pendataan tapi juga perlu dukungan
pelaksanaannya dari keseriusan pemda/OPD dan stakeholder di Kota Tual untuk menggiatkan
penyelenggaraan perumahan di Kota Tual. Kedepannya diharapkan basis data dari tingkat
desa itu perlu dipenuhi terkait ( jumlah rumah layak huni, jumlah rumah tidak layak, jumlah
anggota rumah tangga yg sudah menikah tapi tidak mempunyai rumah dan masih tinggal
bersama orangtua maupun kerabat dIl).

Disampaikan juga kedepannya akan dilakukan pemberlakuan pemeringkatan kinerja
pemda, yang mana urgensi penyusunan sistem pemeringkatan ini agar lebih terukur
akurasinya, lebih efektif dan efisien dan dapat lebih terstruktur. Kedepannya akan ada 5
indikator penilaian kinerja ( baik sekali,baik,cukup,kurang dan kurang sekali ) dan saat ini
sementara dilakukan proses uji coba kinerja. Dalam hal kinerja kab/kota dinilai dari provinsi
sedangkan provinsi dinilai oleh pusat dihitung dari akumulasi nilai Kabupaten/Kota nya +
Unsur Inovasi dan Pembinaan yang dilakukan oleh PemProv. Dalam hal ini dari hasil penilaian
akan dilakukan pemeringkatan untuk menentukan pembinaan >> apresiasi >> prioritasi
bantuan yang akan diberikan. Pemeringkatan kinerja Pemda Bidang RUK terbagi menjadi
perjenjang yakni :

v' Jangka Pendek : Penilaian akan dilakukan dengan mengolah data yang berkaitan dengan
bidang RUK pada SIMBG (PBG Hunian), HREIS (backlog), dan Pendataan PSR

v" Jangka Menengah : Kesiapan layanan: ketersediaan infrastruktur regulasi, organisasi,
anggaran, dan basis data. Realisasi kinerja: implementasi regulasi, realisasi anggaran,
realisasi resources lain, realisasi fisik dan pelayanan aduan masyarakat

v" Jangka Panjang : Terbagi menjadi kesiapan layanan dan realisasi kinerja seperti pada
jangka menengah. Pada jangka panjang penilaian ditambahkan dengan efektivitas,
efisiensi serta inovasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan percepatan
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
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2.4. Point Hasil Sharing-Diskusi

1. ( Disampaikan Kabag Hukum Kota Tual ) terkait dengan teknis perizinan yang telah
mengharuskan percepatan Perda IMB ke PBG, untuk Kota Tual sudah sampai dalam
konsultasi persetujuan akhir, dikarenakan perda PBG sementara melakukan penyusunan
dan tinggal menunggu hasil konsultasi persetujuan akhir.

2. ( Disampaikan staf DPMD Kota Tual ) untuk alokasi dana desa untuk perumahan Kota Tual
ada sebagaian yang telah mengalokasikan dana desa untuk perbantuan rumah tidak layak
huni. Terkait data lengkapnya kami siap membantu dan akan kami share ke TA.Pendataan
Balai P2P Maluku.

3. ( Disampaikan Kadis DPKP Kota Tual ) Kami berkomitmen kedepannya kami berupaya
untuk memperbaiki data, dan kami setuju untuk sinkronisasi data dengan seluruh
stakholder agar data backlog dan RTLH ini dapat diupdate dan dari data inilah yg akan jadi
patokan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat untuk menangani
permasalahan backlog, trend RTLH secara tuntas di Kota Tual. Dan kedepannya kami akan
mengusulkan dan lebih memfokuskan program pada wilayah desa dengan status sangat
tertinggal dan tertinggal yang masih tersisa di wilayah Kota Tual. Selanjutnya juga terkait
RP3KP kami berkomitmen untuk meninjau kembali substansi RP3KP secara lengkap dan
mensegerakan untuk legalisasi RP3KP Kota Tual.

4. ( Disampaikan Staf Perencanaan-Bapplitbang Kota Tual ) kami siap mendukung
kebutuhan data pelengkap dalam peninjauan kembali RP3KP Kota Tual.
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5. ( Disampaikan TA. Pendataan ) Pelaksanaan progress realisasi program PKP di Kota Tual
dapat ditingkatkan.Lebih lanjut perlu adanya kolaboratif antar stakeholder dan CSR atau
lainnya dengan jarring data DPMD,TNI/Polri dll.Dan juga terkait RP3KP bisa diupdate
muatannya datanya harus minimal relevansi 5 tahun terakhir dan sedapat mungkin terkait
pemetaan harus menggunakan citra satelit resolusi tinggi yang update dan minimal tidak
tertutup awan agar ketika dianalisis dapat menghasilkan suatu arahan yang tepat sasaran
maupun juga terkait muatannya dapat mengikuti pedoman SE Dirjen Nomor
06/SE/Dr/2022

6. ( Disampaikan Sekdis DPKP Kota Tual ) kami berkomitmen terhadap rencana kerja Pokja
PKP Kota Tual yang tersusun ini akan kami usulkan dalam rapat paripurna dan mencoba
koordinasi dengan pimpinan daerah Pak Walikota dalam membantu intervensi kinerja
Pokja PKP dalam penyelenggaran PKP di Kota Tual yang lebih baik.

7. (Disampaikan TA. Perencanaan dan Kelembagaan) Forum PKP yang telah ada di Kota Tual
dapat dioptimalkan lagi dan wuntuk Forum CSR/CSV perlu juga disegerakan
pembentukannya hal ini pastinya dapat memberikan profit yang baik dalam pelaksanaan
penyelenggaraan PKP Kota Tual lebih baik. Selanjutnya peran Pokja PKP ialah representasi
Pemerintah daerah tidak hanya dinas PKP. Tapi juga didalam pertanahan, bappeda
sebagai leading sektor , bkkbn , bps DLH,PUPR,AR/BPN dIl. ( peran pokja untuk
sinkronkan data contoh penerima bantuan untuk yg tercover dari data dilapangan dgn
pengusulan di Sibaru yang tidak tumpeng tindih dan sesuai dengan kebutuhan eksisting
masyarakat

2.5. Point Kesepakatan Bersama

e Untuk Program Kelembagaan : Koordinasi Pokja PKP untuk restrukturisasi SK Pokja
PKP, Pembentukan Forum PKP , Advokasi Pokja PKP, FGD implementasi Tugas/Fungsi
dan peran Pokja PKP/Forum PKP, serta rapat koordinasi Pokja PKP-Forum PKP.

e Untuk Program Kegiatan Perencaan: Review Dokumen RP3KP dan percepatan
legalisasi, rakor konsolidasi rencana kegiatan perumahan, konsolidasi kebutuhan dan
ketersediaan lahan bagi pembangunan perumahan.

¢ Untuk Program Kegiatan Pendataan ( Membangun Basis Data PKP ) :

v" Pokja PKP dapat turut berperan aktif dalam mendukung updating pendataan RTLH
dan pendataan PSR dalam pemenuhan basis data PKP dari seluruh sumber data
secara berkala setiap bulannya di Tahun berjalan sesuai dengan struktur data (
PTSP,Pemda, OPD lainnya, Pemdes, Masyarakat dll ) dan membantu meningkatkan
pelaksanaan Pencapaian Target PSR (Program Sejuta Rumah ) di Provinsi Maluku
khususnya wilayah Kota Tual.
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v' Rencana kerja Pokja PKP untuk pendataan PKP akan melaksanakan program
konsolidasi basis data PKP dan Updating Data Base. Dengan beberapa detail
rencana kerja yakni:

1. Survei dan update trend kondisi backlog perumahan ( kepemilikan dan
kepenghuniaan ) dan RTLH, PSU dan Infrastruktur dII

2. Sinkronisasi data PKP dan FGD Implementasi penyelenggaraan PKP berbasis
kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan PSR bersama seluruh OPD (BKKBN,
BPS,DPMD, Dinsos, Bappeda, DPMPTSP,Baznas dll) serta penyusunan profil
perumahan tingkat perdesaan

3. Menyusun basis data PKP Kota Tual

4. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pendataan - Capaian Pelaksanaan PSR ( Program
Sejuta Rumah ) bersama seluruh OPD

v Semua perangkat stakeholder dapat membantu berperan aktif dalam sinkronisasi
Basis Data PKP yang up to date.

v Admin Data PSR Kota Tual dapat lebih proaktif dalam menginput data progress
realisasi program secara berkala setiap bulannya sesuai struktur data PSR pada
portal web E-PSR www.programsatujutarumah.pu.go.id

v Pokja PKP dapat turut membantu memfasilitasi pembentukan tim serbu survei Non
PBG /IMB dan turut membantu survei bersama Tim Balai P2P Maluku untuk dapat
dilaporkan setiap 2 bulan sekali sebagai bentuk dukungan pencapaian prognosis
Program Sejuta Rumah ( PSR ) dan penanganan rumah tidak layak huni yang telah
dilakukan secara mandiri oleh masyarakat setempat.
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BAB IIl.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil Kegiatan Advokasi Kemandirian Pokja PKP ( Peran Kolaborasi Sinergitas
Antar Sektor dan Penguatan Basis Data Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan dan

Pengembangan PKP ) di Daerah Kota Tual Tahun 2023,dapat disimpulkan yaitu diantaranya

sebagai berikut :

1. Pokja PKP cukup bekerja secara optimal hingga periode November 2023 ini, hal tersebut
terlihat dari keberfungsiannya untuk koordinasi, sinkronisasi antar sektor dll. Dan menjadi
catatan kedepannya tetap perlu adanya pembaharuan restruktuisasi Pokja PKP.

2. Telahadarencana upaya tindak lanjut yang diinisiasi dan disepakati bersama untuk Pokja
PKP dalam pelaksanaan fasilitasi pembentukan Forum PKP dan juga Pokja PKP dan
Forum PKP yang nantinya terbentuk dapat turut berperan aktif mendukung pendataan
dalam pemenuhan basis data PKP dan pelaksanan pencapaian target PSR ( Program
Sejuta Rumah ). Maupun melalui Forum PKP ini dapat menjadi forum bersama untuk
duduk bersama dan kesepakatan bersama untuk pengambilan keputusan penanganan di
tiap desa mana yang perlu diintervensi duluan dan setelah itu dimana yang secara
bersama dilakukan mekanisme kolaborasi agar lebih tepat sasaran dan penanganannya
lebih tepat guna.

3. Telah adarencana upaya tindak lanjut untuk mensegerakan proses review RP3KP hingga
legalisasi dipercepat dan juga mensegerakan mengupdate perda IMB ke Perda PBG.

4. Dalam hal penguatan data dan system informasi PKP pada baseline perumahan untuk
Kota Tual masih terdapat beberapa data yang masih kurang dan perlu dilengkapi lagi
sedangkan terkait pelaksanaan PSR di Kota Tual cukup memliki progress yang baik
dibandingkan kab/kota lainnya namun masih perlu menjadi perhatian dalam penanganan
backlog dan RTLH secara tuntas dengan meningkatkan lagi progress yang ada, maka perlu
dioptimalkan lagi giat pelaksanaan realisasi penyelenggaraan perumahan dengan
menggandeng pendanaan BUMN/TNI-POLRI/DANA DESA/Kementrian lainnya dll di sisa 1
bulan target pencapaian Tahun 2023.

3.2. Rekomendasi Tindak Lanjut

Dengan adanya Kegiatan Advokasi Kemandirian Pokja PKP ( Peran Kolaborasi Sinergitas
Antar Sektor dan Penguatan Basis Data Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan dan
Pengembangan PKP ) di Daerah Kota Tual Tahun 2023, maka rekomendasi tindak lanjut
diantaranya sebagai berikut :
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e Giat optimalisasi peningkatan kinerja dan keaktifannya serta mensegerakan
pembentukan Forum PKP dan melengkapi penyelesaian dokumen RP3KP secara lengkap
hingga percepat proses review-legalisasi RP3KP Kota Tual

e Giat kegiatan pokja dapat melakukan kolaborasi dengan pihak swasta, pengembang,
pemdes, kementerian lainnya, lembaga non pemerintah ataupun CSR dll dalam hal
penganggaran agar supaya tidak hanya pertumpu pada anggaran pemerintah yang
notabenya sangat terbatas. Dalam hal ini dapat termuat kesepakatan dalam MOU agar
penanganannya dapat secara berkelanjutan.

e Pemda, Pokja maupun forum dapat bersama-sama bergandengan tangan dalam
penanganan secara tuntas dalam penanganan backlog perumahan , RTLH hingga
penanganan pada status desa yang masih ada dalam status tertinggal maupun status
desa sangat tertinggal di Kota Tual.

e Pokja PKP dan Forum PKP yang akan terbentuk dapat berpartisipasi aktiv dalam sharing
dan mengupdate data base perumahan secara rill-time serta melengkapi baseline
perumahan yang belum lengkap.

e Pelaksanaan PSR dapat terealisasi dengan baik di Kota Tual dan permasalahan backlog
perumahan dan RTLH dapat teratasi di Tahun 2023. Serta Admin PKP Kota Tual dapat
turut aktiv melakukan inputing data realisasi pelaksanaan PSR di Aplikasi Sibaru.

e Berkomitmen melaksanakan semua kesepakatan yang telah dirancangkan bersama
terkait dengan pengoptimalan rencana kerja Pokja PKP Kota Tual Tahun 2024 baik dari
aspek kelembagaan, perencanaan hingga pendataan PKP Kota Tual.
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KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU

JI Akuila Raya Blok 6 No 19 Perum Wayame Permai, Kec Teluk Ambon, Kota Ambon | email_bp2pmaluku@pu go id

Nomor . 058/ND/Rb17/2023 Ambon, 14 November 2023
Lampiran : 2 (dua) Lampiran
Perihal : Pelaksanaan Pendampingan

Advokasi Pokja PKPKota Tual

Kepada Yth :
1. Kepala Bappeda Kota Tual

Di.-
Tempat

Dasar ;

1. Undang-Undang No. 1 tahun 2011 pasal 131, peran masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP
dilakukan dengan membentuk Forum PKP;

2. UU No. 23 tentang Pemerintahan Daerah, bidang perumahana urusan wajib pelayanan dasar
yang sangat kompleks dan bersifat multi sektor. Penangananmya tidak bisa ditangani secara
sektoral, oleh karenanya harus dilakukan secara komprehensif, sinergis, dan kolaboratif dari
pusat hingga daerah.

3. PP No 14 tahun 2016 tentang PKP pasal 54, mengamanatkan adanya lembaga yang
mengkoordinasikan pengembangan PKP berupa Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Pokja PKP) pada setiap tingkatan pemerintahan;

4. Permen PUPR 12 TAHUN 2020, tetang peran masyarakata dalam penyelenggaraan PKP.

5. Undangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tual Nomor: 845/670 tanggal
09 November 2023 perihal permohonan Pendampingan Pokja

Pokja PKP sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, mensinkronisaskan dan mensinergikan
urusan bidang antar sektor dan antar stakeholder, perlu didorong kemandiriannya. Sehingga dapat
berperan aktif dalam mendukung percepatan penyelenggaraan PKP di daerahnya. Salah satunya
melalui kegiatan advokasi Pokja PKP.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimintakan kehadiran Bpak/lbu Pimpinan OPD terkait PKP dan
Anggota Pokja PKP dalam kegiatan Advokasi Pembinaan Pokja PKP, yang direncanakan
pelaksanaannya pada :

Hari / Tanggal : JUMAT, 24 NOVEMBER 2023
Jam :09.00 WIT
Tempat : Ruang Rapat Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tual

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya, disampaikan terima kasih.

Nip:196912181996031005

Tembusan :

1. Direktur Sistem Strategi Penyelenggaraan Perumahan
2. Pertinggal
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Lampiran Surat

Nomor 058/ND/Rb17/2023
Perihal Pelaksanaan Advokasi Daerah/ Pokja PKP Kota Tual
Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan Advokasi
Hari ke-1
Uraian Kegiatan
a. Waktu Hari pertama (hari ke-1) kegiatan advokasi
b. Nama Kegiatan Rapat Koordinasi Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan PKP di Kota Tual
c. Maksud 1) Memberikan pendampingan kepada Pokja PKP dan Forum PKP Kota
Tual dalam pembentukan/ restrukturisasi Pokja PKP dan Forum PKP,
mendorong komitmen percepatan prolegda RP3KP;
2) ldentifikasi potensi kolaborasi sinergitas bersama lembaga motra non
pemerintah yang berada di Kota Tual;
3) Memberikan pendampingan kepada Pokja PKP dan Forum PKP Kota
Tual dalam pengumpulan data perumahan;
4) Melakukan koordinasi dan pendampingan dalam pembangunan basis
data PKP dan pengelolaan sistem informasi pendataan perumahan di
daerah;
s5) Identifikasi potensi kolaborasi stakeholders dalam pendataan
perumahan serta sinkronisasi basis antara provinsi dan Kota Tual/
d. Tujuan 1) Percepatan restrukturisasi Pokja PKP dan pembentukan Forum PKP

Kota Tual;

2) Percepatan Prolegda RP3KP Kota Tual,

3) Pembangunan dan pengelolaan Satu Data
Indonesia  bidang perumahan Kota Tual;

4) Peningkatan kinerja pembangunan basis data PKP dan pengelolaan
sistem informasipendataan perumahan;

5) Mewujudkan kolaborasi bidang perumahan di Kota Tua.

e. Proses dan Materi

1) Penyajian materi / Rapat koordinasi

2) Diskusi pemecahan masalah untuk ditindaklanjuti.

3) Dialog dengan stakeholder terkait bid. PKP tentang kendala belum
optimalnya kinerja Pokja PKP dan belum terbentuk Forum PKP,
kendala belum dilakukan prolegda dokumen RP3KP serta pendataan
perumahan;

f. Keluaran 1) Komitmen dan rencana pembentukan/ restrukturisasi Pokja PKP dan
Forum PKP, serta penyusunan program/rencana kerja Pokja PKP /
Forum PKP;
2) Komitmen dan rencana penyusunan atau legalisasi dokumen RP3KP;
3) Check list pengumpulan data perumahan Kota Tual.
g. Panitia Pelaksana 1) Bappeda Litbang;Kota Tual

2) Dinas PKP Kota Tual

Pembuat undangan !

Bappeda Litbang ota Tual

Peserta

1) Stakeholder Lembaga pemerintah daerah/ OPD terkait PKP di
daerah;
2) Pokja PKP dan Forum PKP Kota Tual.

Narasumber

Staf pendukung Balai P2P Maluku :

1. Perwakilan Pokja PKP rovinsi Maluku

2. Balai P2P Maluku;
¢ Kepala Seksi Wilayah |
¢ Tenaga Ahli Perencanaan & Kelembagaan Perumahan Maluku
e Tenaga Ahli Pendataan Perumahan Maluku

Durasi Pelaksanaan:

1 (satu) hari

Lokasi Pelaksanaan:

Ruang Rapat Bappeda Litbang Kota Tual
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Hari ke-2

Tujuan Kunjungan/ Lokasi Hasil
Relaxaana Advokasi Pertemuan/ Advokasi/ Survei

1. Tenga Ahli

Kelembagaan

. , Komitmen pemerintah daerah
. Sekrgtar'ls Daearh, OPD Inti memberikan dukungan kinerja Pokja

2. Tenaga Ahli terkait Bid. PKP PKP

Perencanaan Komitmen percepatan prolegda

RP3KP.

3. Tenaga Ahli e Survei data spasial (titik Data usulan

Pendataan Koordinat) Rusun / Rusus Data PBG

Perumahan

e Survei data PBG...



https://v3.camscanner.com/user/download
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SUSUNAN ACARA ADVOKASI POKJA PKP

KOTA TUAL
JUMAT, 24 NOVEMBER 2023
NARASUMBER/
RRART ACARA PENANGGUNG JAWAB
HARI KE-1
08.00-09.00 | Registrasi Peserta
09.00-10.00 | Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
Pembacaan Doa Panitia
Laporan Ketua Panitia Bappeda / Dinas PKP
Pembukaan dan Arahan : mc
o Ketua Pokja PKP
o Kepala Seksi Wilayah I Ajeng Citra, ST, MT
e Buapti/Sekda Kota Tual
MEMBANGUN BASIS DATA PKP
Capaian Program Sejuta Rumah (PSR) .
10.00-11.30 LKota Tual dan Kab. Maluku Tenggara : Narasumber :
) ' e Data Demand Perumahan TA Pendatan Perumahan Maluki
e Updateing Capaian PSR
e Perbaikan RTLH
Diskusi dan Tanya Jawab Moderator
Balai P2P Malukus
11.00-12.00 MEMBANGUN KEMANDIRIAN POKJA
PKP;
e Mendorong Percepatan Penyelenggaraan
PKP melalui Peningkatan Peran Kolaborasi | Balai P2P Mauku/
Kolaborasi Sinergitas Antar Sektor TA Kelembagaan Perumahan
e Percepatan Legislasi RP3KP Maluku
e Peran CSR Bagi Penyediaan Perumahan
12:00-12:30 Diskusi dan Tanya Jawab Moderator
12:30-14:00 ISOMA Panitia
14:00-15:00 | FSILITASI PENYUSUNAN PROGRAM dan .
RENCANA KERJA POKJA PKP 2023/2024 | 8213l P2P Maluku
HARI KE-2
08.00-10.00 |[KOORDINASI / KONSULTASI Balai P2P Maluku
¢ Komitmen dukungan Pemerintah Daerah TA Perencanaan Perumahan dai
terhadap Kinerja Pokja PKP Kelembagaan Perumahan Maluk
o Komitmen riview dan Legalisasi RP3KP
08:00-17:00 |[KONSOLIDASI DATA PERUMAHAN TA Pendataan Perumahan

o Survei Data Spasual (titik koordinat)

e Survei Data PBG, lain-lain sesuai

kebutuhan

Maluku

Catatab : Jadwal dapat mengalami perubahan sesuai kebutuhan


https://v3.camscanner.com/user/download
User
Typewritten text
JUMAT, 24 NOVEMBER 2023
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No. NAMA LENGKAP

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU

JI. Akulla Raya Blok No, 19 Perum Wayame Permal, Kec, Teluk Ambon,Kota Ambon |email : bpZpmalu<u@pu g2

INSTANSI
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& Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU

JI. Akuila Raya Blok No. 19 Perum Wayame Permal, Kec. Teluk Ambon,Kota Ambon |email : bp2pmaluku@pu.go.id
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& Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU

JI, Akuila Raya Blok No. 19 Perum Wayame Permal, Kec. Teluk Ambon,Kota Ambon |emall : bp2pmaluku@pu.go.id

\ DAFTAR HADIR

Bryan laray ﬂym.

Eoppect

JET fobe fwd"z

Hari/Tgl :
No. Temf::;im LENGKAP INSTANSI JABATAN NO.TELEPON | TTD |
9 |
|
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. Srahel Beiilah @;cu( J(fpa\ A Tats &%{/
Buane
.

& Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

LAMPIRAN C

( Dokumentasi Kegiatan)
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( Sesi Arahan dan Sambutan dari TAPP Balai P2P Maluku serta dilanjutkan
dengan Pembukaan Kegiatan dari Kadis DPKP Kota Tual )

T Wi g

L
e 4

( Sesi Pemaparan Materi TA.Kelembagaan ( Sesi Pemaparan MateriTA.Pendataan )

& Perencanaan )
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Advokasi Kem diriap
Ants jan Pen

i Sinergitas Ant
ereapatan Pemban

- Advokasi lgek':
- - cinergitas Antar SEKU
- Kolaborasi Sinergitas
el Percepatan Pembangunan
[iKctall
il Sl kemand aian Pokla pxp [
A2rdomong Perdepatan Fambarcunan dar Pange >

BALAI PELAKSANA |
DIREKTC

KotaTual? Provinsi Mafpies

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN 2°
=Ll cF A

TEr A ren

-
T

—_—

( Sesi Sharing Diskusi Bersama serta Penyusunan Rencana Tindak Lanjut )



LAMPIRAN D

( Bahan Tayang Narasumber )
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KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

bangga
meluyanl
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN e
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN MALUKU

UPDATING CAPAIAN
PROGRAM SEJUTA RUMAH
( PSR ) DAN PERBAIKAN

RTLH DI KOTA TUAL

~TAPP PENDATAAN MALUKU~
( TILA YESPENSA SAYA,S.P.W.K)

e

~
Disampaikan dalam acara : N
Advokasi Kemandirian Pokja PKP ( Peran Kolaborasi Antar Sektor dan Penguatan Basis \
Data Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan dan Pengembangan PKP di daerah ) "W;Q
bangga
meluyanl
bangsa
URGENSI 111 MENGAPA PEMERINTAH PERLU
PENYEDIAAN MENYEDIAKAN 7
PERUMAHAN

Rumah sehat dan berkualitas ak:
sah

Amanat UU No.39 Mampu menyarap
Tahun 1999 banyak tanaga kerja
Tercapainya Tujua Dampak multiplior ofok
SDGS ( Tujuan 11.1 untuk sektor lainnya
Aksas Ruman Layak )

Penghapusan kemiskinan
‘okstrim dan panurunan

swnting
R Backlog/kekurangan huniaan g DASAR H U KU M
Data Terakhir BPS Tahun yang tidak terkendali dan T
2022 Populasi Penduduk RTLH yang tinggi
Tembus 265,77 Juta Jiwa

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tah 1945 P‘“l zs " a'.t :
Keterbatasan masyarakat berpenghasilandbs

UUNO 1 /2011
rendah dalam mengakses rumah layak

Perpres 3 /2016

kawason permukiman

UUNO 39 /1999

pat A .
Proyek Sirategis Nasional AT

=

.

K

\

SIGAP MEM!ANGUN NEGERI

bangga
meluyam
sicAP Msmmsuu NEGERI

bangsa

€
\

.
.‘

{

)

A

o,

1

-

(|

&

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

PERAN DAN TUJUAN BALAI
PADA DISEMINASI DAN
ADVORASI

Koordinasi dan

" . Memberikan
menjamin ketersediaan .
. Pendampingan kepada
data terkait perumahan .
. Pokja dalam

yang valid dan akurat

. pengumpulan data
sesuai dengan format erumahan
basis data perumahan P

b~

Mewujudkan kolaborasi
dalam pendataan perumahan
provinsi dan kabupaten/kota

Membangun dan mengelola
Satu Data Indonesia

bidang perumahan

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

SIAPA SIH YANG PALING
BERPERAN PENTING DALAM
PENYELENGGARAAN

PERUMAHAN 7?7

bl Y

v
PASTINYA PANGGILAN BERSAMA SELURUH

LAPISAN STAKHOLDER BAIK DI PUSAT MAUPUN
DUKUNGAN POKJA PKP DAERAH/PEMDA

PENGEMBANG, K/L DLL .&
)

HUNIAN LAYAK

U



URGENSI PROGRAM
SEJUTA RUMAH (PSR)

Merupakan gerakan bersama seluruh
stakeholders untuk mewujudkan percepatan
penyediaan rumah layak huni bagi seluruh
masyarakat Indonesia.

01

Program Sejuta Rumah (PSR) dicanangkan
cleh Presiden Joko Widodo pada
tanggal 29 April 2015.

02

Dikategorikan sebagai Proyek Strategis
Nasional sebagaimana tertera dalam
Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Stategis
Nasional (PSN).

03

DASAR HUKUM
PENDATAAN PROGRAM SATU JUTA RUMAH

— =m

~

F -

Pemerintah Pusat

Pasal 16 huruf b

Pemerintah dalom melaksanakan
pembinaan mempunyai wewenang:

Menyusun dan menyediakan basis data
dan

Pemerintah Kabupaten/

Kota mempunyai wewenang:

%—»‘Q’
5

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

“Wujud dari butir ke-2 amanah
Nawacita, yakni Pemerintah tidak
absen untuk membangun
pemerintahan yang efektif,
demokratis dan terpercaya, serta
butir ke-5, meningkatkan kualitas
hidup manusia Indonesia”

“PSR SANGAT
BERDAMPAK LUAS”

[ <«
g 'uﬂll oS
I i /
MBR Lebih Produlaif
Secara Ekonomi

MBR Membeli
Rumah Layak Huni

Kesehatan dan Kualtas
Hidup Meningkat*

Pentingnya Program Sejuta Rumah

(PSR)

Bertujuan Dapat mengurangai
backlog dan peningkatan kualitas
rumah tidak layak huni (RTLH)

Capaian akhir Tahun 2022 mencapai 7.288.815
unit dengan capaian Tahun 2022 sendiri
sebesar 1.117.491 unit dan rencananya target

#?é‘la%’n. APU

bangsa SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Pemerintah Provinsi

Pasal 17 huruf a
Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan
mempunyal wewenang:

Menyusun dan

¥ basis data p

dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi

Pemerintah kabupaten/ kota dalom meloksanakan pembinaan

Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan

Pasal 18 huruf a

permukiman pada tingkat kabupaten/ kota

TARGET CAPAIAN PSR

sl I
el 453

T T T

16.100 U 12923 Unit 36532 unit

KALTENG

15.276Unit  28.485 unit

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Kementerian PUPR 2.661 unit
Kementerian Lain 20 unit

MBR Pemerintah Daerah 785 unit MBR Capaian

70% 4.372 Program
Pengembang 376 unit Unit Satu Juta

Rumah
CSR 30 unit
Masyarakat 600 unit Uit
NON MBR Pengembang 764 unit N°" MER

30%

Masyarakat 900 unit Gt
N TARGET SUPPLY YANG

Safsunic  3eegsumit  20.583unie 3881 umit

Prognosis 2023
25,929 unit 15.962 unic
34 Provinsi
1.176.830 RS 6.255 unit
ot [ sumaTens panar |
30.222 Unit 0036 unic
|
MBR ot .,
3.506 Unit
882.488
u 044 unit
T n 1 16.982 nit
EE ‘ a2
Non MBR et [ 19.398 unit
[ Sumarcra sevaran | Il
294.342 u 704 Unit
wnr T
19.630 uml

uz 379 Unit .983 unic

210.822 unit 74100 Uit

80.024 unit

m Wilayah | W Wilayah Il

STRUKTUR DATA PSR

e i ot N
63.202 Unit
10.721 unit

85.231 Uit s.413Unic  17.000UnEt 15850 Unit

Wilayah 11l

rokon |

“s-~_ PERLUTERCAPAI

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

NON MBR
PENGEMBANG MASYARAKAT
Rumah PBG
Tapak B
BB TAPERA, Femea, 12 )
ol wonrec
Rumah | Pemda, BR26 I
LITHTL R o
18 TaPERA,
Pomda, BRI
Katerangan -

R .-ric Peruntukan Rumah (MBR/Non MER)

PUPR K/L Lain PENGEMBANG  YAYASAN/ MASYARAKAT
KOTA
b RUSUN Dana nm@ - PB @} Slkumbane CsR PBG o
820 (Dt humm) ||| F Pomda - i || = . BFTaPERA 2| i pemda, se2e s
Non
= ~ PK Baznas Non PBG
RUSUS I Kemensos o : Sllmlnbango. Q
BF2P (Dit. Ruus) Pemda | Pemda, BEZF | Pemda, 8829, | Pemda, BEIP Remda, BF1R
e [P T P [y j|| BessEsEs=Sses -
i RUSWA Kemenl\ano I~ Rusus Q - ‘| Yayasan
| DI s Femds i Femda, BE2F lain
£ : | Pemda, BF2P
r FLPP = Palri 0 | Rusunawal
oF - TAPERA Femaa Pemda, BF2F
DAK, DAL,
L TAPERA H oo
P-TARERA . Pemdi BFF
L Lainnya Q
Pemds, 828

BALAI HARUS MEMASTIKAN KETERISIAN DATA

SETIAP BULANNYA DARI SUMBER DATA DAN
BERKOORDINASI DENGAN TIAP KAB/KOTA (v]

Sumber Anggaran

Jenis Program
| Penanggungjawab Data

Sudah terintegrasi

Di =i melalui e-prafil :> e-PSR



-- et PERAN POKJA PKP DAN FORUM PKP DALAM et

' d
PERAN PEMERINTAHPUSATDANDAERAH P S PENDATAAN PERUMAHAN
DALAM PENDATAANPERUMAHAN ’ "
’ - b Sikronizgy 2 PERAN
PEMERINTAHAN 1. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan [] T — ‘ ;a"'mm‘f:;:; inakatkan kualitas d y . o
permukiman (D 2 Soy; daera w, tu meningkatkan kualitas dan akurasi
1 PUSAT 2. Menyelenggarakan Forum Data Perumahan . J? J.':",;;tha..g.,::: = data perencanaan pembangunan PKP
3. Membangun dan mengelola Satu Data Perumahan .\ ‘ ‘ Fﬁ' endorong kepedulian dan keterlibatan publik

dalam pengkinian (updating) data PKP

KETERLIBATAN )u ; \ J.\ i

1. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan PEMDA SANGAT

permukiman pada tingkat provinsi

PEMERINTAHAN AKTUALISASI

2 2. Membentuk Pokja PKP dan Forum PKP Provinsi, yang salan satunya berfungsi PENTING DALAM ] o
PROVINSI sebagal wadah koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah provinsi PENDATAAN SESUAI N syt tombopanion Memastikan data PKP ter-update/ terkini
uniuk mendukung penyediaan data perumahan _ﬁn_gkm provinsi AMANAT ( UU NO1 "'“"’m‘:"‘;wm Pomerintoh Memantau dan memberikan umpan balik terhadap setiap o
3. Menyelenggarakan Forum Data Perumahan Pravinsi 2011 DAN PP 88  boan B — pergerakan/ dinamika data PKP
o ) - : * Kementedon ATR/8PN Lembaga PSS
4. Menge_mbcngkcln aplikasi/ sistem informasi pendataan perumachan di tingkat TAHUN 2014 ) B e Melakukan diseminasi informasi atas data resmi dan informasi PKP
provinsi G 1. s -
foimiapring " b s 8o B Mendorong pewujudan/ pembentukan pusat layanan o
Wokot, i) - " h
+ Moda data dan informasi PKP di daerah
3 PEMERINTAHAN 1. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan DATA PERUMAHAN
permukiman pada tingkat kabupaten/kota
KAB/ KOTA 2. Membeniuk Pokja PKPF dan Forum PKP Kabupaten/Kota, yang salah satunya '"::::“:d:::::m fk:;?”“"hwﬂ
berfungsi sebagai wadah koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah . Bageoandl P ‘
kabupaten/kota untuk mendukung penyediaan data perumahan fingkat S Perpustokoon
kabupaten/kota . g:ﬁ:?: teknologi bahan + Tenaga Anii

« Parusahoon I
+ Perusahoon penyedia josa konsuitonsi

3. Menyelenggarakan Forum Data Perumahan Kabupaten/Kota
4. Mengembangkan aplikasi/ sistem informasi pendataan perumahan di tingkat
provinsi

SIGAP MEMBANGUN NEGERI SIGAP MEMBANGUN NEGERI

PENGEMBANGAN SATU DATA o
PERUMAHAN _ | R

Jenis Data :

don '
FUNGSI oo Tt ‘ot =
pada + Data ckses santas koyok SEEEE L Hu L
"' Sidang b U]  PrOFILPERUMAHAN DAN
Perumahan 2 “\ z KAWASAN PERMUKIMAN
- ] ]
lomnyo :

PENYUSUNAN RENCANA

Keberhasilan Sebuah JENIS

~ Program Bergantung
Pada Kevalidan dan’ DAN
Komprehensifnya Basis
Data

Perlu
Integrasi
Data Jamin
Kualitas
Data

PENANGANAN JANGKA
PANJANG, MENENGAH DAN

- 1. e |

Basis Data Program Satu
Juta Rumah

Y

Tersedianya data yang berkualitas akan membuat keputusan
yang diambil pembuat kebijakan menjadi lebih akurat dan

Keakuratan dan Kelangkapan Data Perlu .
dijaga dan diperhatikan agar tidak
tumpang tindih

tepat sasaran. Sebaliknya, informasi yang tidak akurat,

kemungkinan besar akan membuat kebijakan yang diambil
pun menjadi keliru.




BASIS DATA PENDURUNG
PSR PADA UMUMNYA !

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

FORM SUPLAI PERUMAHAN

Form data supply unit pembangunan baru per tahun

DUKUNGAN DATA E-PROFIL

TERHADAP PSR

Data merupakan dasar yang
penting dalam perencanaan dan
pembuatan keputusan/
kebijakan pada proses

* Dinas PKP A Data dan kawasan
untuk pengembang ; PokiaPI® o T e peg\bangunan salah satunya
FORM 1A ( PROVINSI) ® Form data supply unit pembangunan baru per tahun o e/ Forum alam penyelenggaraan
berdasarkan pengajuan KPR untuk perbankan R (AR D. Data demand/ kebutuhan perumahan (tahun berjalan) perumahan secara tepat guna
FORM 1B ( Kab/kota ) Form 1B (Kabupaten/Kota) E Data supply/ pembangunan perumahan (tahun
et kelembagaan e i ® Form data supply unit Per"ban9unan baru per tahun E— e berjalan) = Terintegrasi dengan aplikasi PSR
kawasan permukiman ® Data kelembagaan perumahan dan berdasarkan PBG/IMB untuk dinas PTSP kab/kota F. Data target perumahan (hingga 3 tahun ke depan)
® Data Status Pokja/Forum Perumahan kawasan permukiman atau yang diperoleh dari dinas PKP kab/kota serta ST ReaRe T TTTTTTTTI T T T m o s m s m e \ sikumpanG (& @ crrorn .
® Data Status RP3KP ® Data Status Pokja/Forum Perumahan data supply unit baru tidak melalui PBG/IMB Lo e o pemerintan linnya A Data pembiangunan unit baru (pengembang) i oih psngeien; o e don
PP'Y 1 P Vi .' - '
® Data Demand/Kebutuhan Perumahan © Rl S R ® Form data supply berdasarkan CSR ( corporate i 5] g g::: ﬁ:??.'ﬁ&'ﬁﬂ::::ﬁg ] SIRUS SIPRUS
Tahun 2023 ® Data Demand/Kebutuhan Perumahan soofal responsibility ) ] Form Supply Rumah - D, Data pembangunan rumah baru (dana non APEN/APBD) | o D b
® Data Supply/Pembangunan Tahun 2023 \  Terintegrasi dengan aplikasi PSR ) o
Perumahan Tahun 2023 ® Data Supply/Pembangunan - ;' 'P-K; """""""""""""""""""""""" o SRUSUN FID Togging _
+ Dinas st gemeangunan rumah, st pambang.nan cumsh ek
® Data Target Perumahan Tahun 2024~ Perumahan Tahun 2023 + Balai P2P dan Satker PP o . . s, DA
. ata geospasial pembangunan rumah susun
2026 ¢ Data Target Perumahan Tahun 2024~ ® Updating Kondisi dan Realisasi Penanganan A 5. Data geospasialbantuan rumah knwsus
2026 RTLH dil tiap kab/kota Data Geospasial C. Data geospasial bantuan stimulan PSU
® Updating data geospasial Catatan
- nerlu_ PSR
. . . Ketiga form basis data bukan hanya secars hast 2o host
menjadi basis data perumahan namun juga Hanya untuk tamilan capaian Tamilan czpaian PSR Tampitan capaian PS%:
menjadi data pelengkap dalam dukungan £, LB Pl dam
terhadap PSR

bangunan gadung

SIGAP MEMBANGUN NEGERI SIGAP MEMBANGUN NEGERI

— MEKANISME ALUR MEKANISME PENDATAAN
mm PENYAMPAIAN/PENGISIAN FORM

'DAFTARISIAN PENDATAAN PERUMAHAN PROVINSI 2023

oo e i o s o e Sese. bt Feomene ot PENGISIAN DATA UPDATE DARI DPKP DENGAN Penangqungiawab Validasi oleh 1. APBN {Rusun dan
KOORDINASI DATA PENDUKUNG DENGAN SUMBER Balai input data di Kepala Balai P2P Rususj;
K eminen e EEZALALTRE aplikasi Pendataan {data yang masuk = Faisteilian Tanggal 25 setiap
Tabl I i oih ies Panmahn dan Kevasan Permkinan (°KP) KabKas, uk PSR kami anggap, 3. Masyarakat (PBG dan bulan, Dircktora: AUK Prodluk berupa data
L e e e vl Hon FEGH skan menark data hasil menaly dta kaki PSR
s i nikpnya i i el monabon ot 54 T o input Balai, Pemda, dan setian provinsi
g Doa i G s s, v S e e . Validasi oleh ' 228l LEmeg, oa 5EheRproving
Penyelenggaraan Perumahan : dafivperumahan@ou aoid. midn di Kepala Dinas PKP ; %EIS?'R . m@
‘Tabel 3.4 Kriteria Penialan Bobot Perolehan Basis Data Perumahan P;l B (data yang mazuk " Ruswa SR SRS
kami angaoa, Ruswa);
. Dota Klombagean PKE bt 10% Anggap
T e valic) 2 TSR dan Besnes Penambahan dats hasil
” - " - Pangembang kan da
pengecekan;
c Data Status RP3KP Bobot 10% 3. Masyarakat ::f:?:n:.:un nnleh
T e S ey o
G Dota gD Pomiangunan Porumaran o 2022 St 20% s""'h_ i "'s'_""' e
v Dot TargtPeromatan ahn 20252025 Sotot 0% EEp e i )
Verthas | -Fomuin Porsotuan tan Pondataan PRP oot 10% ihorod fenysmpaian Kembali
data capaian kepada,

MO Ben e s PoOnm Prode KOBRG oipnyy Keta ool TN gy pu BalaiF2P -

T Jenar Dl e Ot (DR Dis DI Dir D Dissumbor Validasi oleh Subdit
porumanan, | Non MR Kabupatons | Kecamatan | Kokrahany |Penambahan [Tapars . adh oern sk Wilayah dan Rentak
untuk BSPS Kota Desa Jumiah |Rumah Asosiasi, i i ata
i Dosa Realsasinit [ovmen (T3P sy Laporan/ Nata Dinas Laparan/ Mota Dinas {data tanpa data

langsung, di

setiap semester kepada capaian bulanan dukung nama rumah

UPDATE PER BULAN

Sekretariat Wakil kepada Dirjen dan lokasi akan
et i TANPA PENGECUALIAN Prodidon sy digliminir}

2 Februari
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SIGAP MEMBANGUN NEGERI

APLIKASI INPUT DATA PROGRAM
SATU JUTA RUMAH

SIGAP MEMBANGUN NEGERI
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

www.programsatujutarumah.pu.go.id

+ Tambah Data * Download data

2 Dashboard Input Data Program Satu Juta Rumah

B mriem SIGAP MEMBANGUN NEGERI

@ upload Bukti

Untuk melakukan input data,
Anda akan masuk ke dalam
halaman seperti di kiri

Userrame

L]

Pasaword

Username dan password yang
digunakan pada aplikasi PSR
sama seperti yang digunakan
pada aplikasi SIBARU*

B enter your Password PETA PROVINST MALUKU

Input data secara bulanan dan input data penambahan di bulan berjalan.
Misal: realisasi bulan Januari 50 unit, tambahan realisasi di bulan Februari 25 unit. Maka
input di bulan F 'S unit BUKAN 75 unit (50+25 unit)

INGAT 1l

wilayahnya secara berkala setiap bulan. ;
2. Memastikan Pemda di wilayahnya menaisi data PSR secara online dan berkala bulan. :
3. Melakukan tabulasi data bang Non sikumbang dan data Non PBG dari data primer dan sekunder berdasarkan i
template excel dari Direktorat RUK. : &5

. Ak,
B i ENGGARA &

4. Apabila pengisian data PSR belum optimal, agar BP2P secara aktif membantu pengisian r akun pemda secara
berkala tiap bulannya.

5. Tiap BP2P perlu mendorong pendataan PSR dan ikan k target pend: PSR per Provinsi di KEP
ekapan Bulanan Realisasi secara Wilayahnya. .
Rekap R Data PSR yang diinput.onling pada aplikasi pendataan PSR perlu dilengkapi dengan upload bukti validasi/persetujuan
Kepala BP2P .e o

berkala tiap bulan : Dirjen

Tbu Kota Luas Total
Kabupatew/Kota o cota ren

Keopualauan T: 4.465.79
Mahiku T, Langgur 1.031.81
Maluku Tengah Masohi 7.953.81
Buru Namlea 403232
K Arua Dobo 8,152 42
Seram Bagian Barat Piru 5.033 38
Seram Bagian Timur Bula 6.420 88
Maluku B arat Daya Tiakur 4.581.06
Buru Selatan iy 3.780.56
Ambon Ambon 298.61
Tual Tual 254 .39

Provinsi Maluku 46.914.03

Pendataan PSR di Provinsi Maluku
akan melingkup 2 Kota dan 9 Kab

[—— D4
¥

Perumahan > Menteri PUPR > Pemda (Pemprov / Kabupaten & Kota) D ng» v{-} . ‘
1. perlu berpartisipasi aktif untuk meng pembangunan rumah di Wi pada aplikasi pend; | L TN £ !
Setwapres secara berkala setiap bulan, sesuai stru PSR. | ‘
2. Data PSR yang diinput enline pada aplikasi pendataan PSR perlu dilengkapi dengan upload bukt validasi/persetujuan
Kepala Dinas yang menanganj PKP di daerah |
PROGRESS PENDATAAN
D E S A ClGA MEMBANGUN NEGERI m
PSR KOTA. TUAL
FORM A FORM B FORMC FORM D FORM E FORM F
KABIKOTA | Data Ketemb. a Kediat Rincian DataStatus | oo o Lata Laka Data Target Demand
TERTINGGAL SANGAT TERTINGGAL ata Kelembagaan "ggn?"“' eglatan |y giatan PokjalForum ata Status | De * LUALRAE Perumahan 2023-
inas PKP Dinas PKP Peramahan RP3KP F Tahun F Tahun 2026
TAYANDO TAM Tam Ngurhir 2023 2023
PULAU .EU.L&Q KUR L(ﬁm'mﬁﬂ Tual v 4 /(PerluUpdate || 54b Tahun 2013 Dag:glfg'::es 4 [ Perlu Update | J
KUR SELATAN Kanara, Warkar, Yapas, Hirit
AAARAAANNAA AAAEATIRD et
Tiflen. Niela.
_ , _ - _ _ _ Sumb-. :
¢ Indeks Desa Mambangun pﬂdﬂ ° *’ KabiKota Kegiatam Pe-.b-ia::al Lokasi Keterangam
e oo T - e
¢ 4 Kota T'frﬂl terdiri I‘h" 7 Desa 1 Desa Sangat Tertinggal BEDAH RUMAHIRutilshy PE 8 Dieza Fidian, Kee.Dullah Utara Perlu Diupdate
ertinggal dan
HE“cn"n EEDAH RUMAH!Rutilahu PE 1 APED Perlu Diupdate
PE“YELE“GGAB“"" Rehab Rumah Bencana Sasial ar KelLodar Kee El Tader Ferlu Diupdate
Futilsh PE APED KablKata
TUAL TERDIRI DARI 5 HANYA 32 DESR YANG AL PERUMAHAN Ao
KECAMATAN DAN TOTAL o> ol DI TUAL fe ko8
DESA 40 Sea? C(‘::;D Fichab Berat, Fehab Sedang,
Fiehab Ringan dan Bantuan &1 APED Tersebar Perlu Dinpdate
— A F Bshan Eangunan Fumah Tidsk
» — X Layak Huni




SIGAP MEMBANGUN NEGERI

APU
Data Baoklog di Kota Tual Tmm—— PROGRESS PENDATAAN
Cukup Tinggi, hal tersebut PSR KOTA TUAL

baclog | Backlog | Jumlah mengindikasi bahwa tingkat
PV O = ey I o ooy KONDISI KEKUMUHAN DI KOTA TUAL
| 0 O | o) juga oukup tinggi di Kota Pembangunan SK Kumuh | D¥"m | or>e
1 |Kepualouan Tanimbar] 4,656, 32602 | 2742 I Tual ——— . KABIKOTA| Nama Kelurahan (Ha) Selesai | Kumuh
2| MalokuTenggara | 2,540 719 | 623 623% o {Ha) | SK[Ha
3 Maluku Tengah 15,722 10611 | 19,355 1,138 i :
4 Buu 1317 3613 | 401 3
5 Kepulauan Aru 3,427 1,664 4378 1021 7 0
© | SeramBagan Barat | 5,289 378 | 5009 5,099
7| Seram Bagian Timur | 28,042 8830 | 3441 3,041 WAJIB
8 | MalukuBaratDaya | 39,557 18404 | 3481 65 Perlu . ’ '.' aeh b !
9 Buru Selatan 1,168 79% | 1678 - dilenglapi Kondisi D S P S
0 Ambon 26276 | 1208 | 3118 838 ondisi Data uEP‘!ﬂ ST
— S u Tual 4,602 4600 | 25% 519 Kota Tual masih KETSOBLAK. 50,56 HA
132,59 68374 | 56337 19,364 l;etap per'lu Kota Tua MASRUM, LODAR 14109 HA 3054 HA (2013)
d' M k | H RTLH ( Biru) dan RTLH dalam Kawasan Kumuh ota Tus ELL, TUAL, FIDITAN, (AWAL 2015) (AKHIR 105,97 HA,
itingkatkan lagi TAYANDO YAMTEL 2019 :
. . Orange )/ Unit Per Kab/Kota 2023 . )| (sk 2020) b .
dan tidak seimbang TAMNGURHIR. Sumber Data : Colleot
KONDISI DATA SUPPLY ondio demond e
U kondisi demand
MER MEH MER _jon MB| MBR Non MEF MBR Non MBF MBR [Non MER| MBR Non MBH _MBR
KABIKOTA PEMDA |[PEMDA | YAYASANILEM MASYARAKAT DANA
DAL (FE] | [PK] paGaIcsR | CNGEMBANG | PERBANKAN | (IMBIPBG ) [ NON PEG ) DESA KONDISI PROGRESSAPERLU
DITINGKATKAN LAGI
Tusl - 161 213 3 3 - ‘ - 225 El UNTUK 1 BULAN TERSISA
DITAHUN 2023 Data Backlog dan RTLH di Kota Tual Cukup Tinggi. Hal tersebut
( PERBL&;(E,:‘A";MEN , perlu keseriusan pemda dan seluruh stakholder dalam upaya
~ ~ 56337 W1936¢ It
TOTAL SUPPLY : 1.456 UNIT SO . menggiatkan program pembangunan perumahan

APU
APU-R n PEMBERLAKUAN PEMERINGKATAN
DATA UPDATE SUMBER LAINNYA YANG KINERJA PEMDA e e e
?

T layanan dan realisasi kinerja
INFORMATION Ketersediaan Perda Retribusi PBG

seperti pada jangka menengah
Jangka Pendek

: Persentase Penerbitan PBG Hunian oleh Pemda Pada jangka panjang penilaian

ditambahkan dengan efektivitas,
efisiensi serta inovasi

Kecepatan Respon Pengajuan PBG oleh Pemda

DATA PBG

Kecepatan waktu Penerbitan PBG oleh Pemda

HUNIAN Pemerintah Daerah dalam
i i Penilaian akan dilakukan Persentase Penerbitan SLF Hunian oleh Pemda melaksanakan SR

DPMD ( Pihak Desa) dan Data Pembangunan di percep:
Baznas kab Masyarakat Non PBG/Non dengan mengolah data yang Kecepatan waktu penerbitan SLF oleh Pemda :’:;:9'9"%3'33" perumahan

IMB berkaitan dengan bidang B 5 Backlon K e
‘ RUK pada SIMBG (PBG ersentase Penurunan Backlog Kepemilikan
BNPB/BPED i DATA HREIS Py Pe Backlog Kualitas Rumah (RTLH)
Data Rencana Program PKP tambahan Hunian), HREIS (backlog), ersentase Penurunan Backlog Kualitas Rumal

setelah Persetujuan APBD Perubahan dan Pendataan PSR

Tingkat kedisiplinan pengisian data pada sistem PSR

© TNI/POLRI

* Terbagi menjadi kesiapan layanan
Tingkat Ketercapaian Target Pendataan PSR dan realisasi kinerja
Kesiapan layanan: ketersediaan

[ o 2

Progress lanjutan Data Skala 5 = " Kt I o
d CSR/lembaga r PBG/IMB dari PTSP F E :’:‘:;1:" :;nfsfu_a;l;;’gﬂmsash
Lainnya/komunitas/ 4 . g 2 g ‘ implementasi
] z = 5 5 CILEACT)
SMF = = Y = = / realisasi resources lain, realisasi
- d I d
@ Perbankan, BUMN, @ Pengembang MBR dan Non > 4 3 2 1 D: Sl
Dinas Sosial (Untuk MBR —
program RST) dll D'— '
& ! Tools untuk menilai kinerja pemerintah
v, v V- daerah dalam mendukung percepatan
] Hasil penilaian akan dilakukan pemeringkatan untuk A b pelaksanaan penyelenggaraan perumahan
menentukan pembinaan >> apresiasi >> prioritasi bantuan ~.L__y dari berbagai aspek (‘penilaian regulasi,

perizinana hingga pelaksanaan program )



SIGAP MEMBANGUN NEGERI

APU
e < OSRIANY STRATEGI PSR DI KOTA TUAL

HAMBATAN/KENDALA PENDATAAN DAN ; ( )

PELAKSANANAN PSR KOTA TUAL

Ketidakadaan update
informasi terkait
perkembangan
pembangunan dari alokasi
dana désa dari TNI-Polri,
Baznas dll

Ketergantungan Sejumlah

kegiatan penyelenggaraan

perumahan bertuméau pada
anggaran APBD

Kegiatan PKP nampak
stagnan dalam kegiatan
. PKP secara kolaborasi
Masih terdapat sejumlah OPD
terkait yang belum transparan pada
permintaan yang yang
dikoordinasikan

Ketidakadaan informasi
update terkait data KPR
perseorangan dll dari
pihak perbankan

Belum optimalnya pemenuhan Data
PSR terutama data jumlah yang
dibangun oleh mas arakat;ang

belum memiliki NON-IMB/PBG

Koordinasi timbal
balik dari tiap sumber
data yang slowrespon

STRATEGI PSR
I%I KOTA TUA)I.

Pemberian kemudahan perizinan dan kepastian
status legalitas lahan/membantu melakukan
pengadaan lahan dalam alokasi perumahan dalam
mendukung kolaborasi pihak pengembang

Pihak pemda dapat menetapkan
kebijakan/ultimatum khusus didaerah untuk
setiap CSR agar wajib dapat membantu/turut

andil dalam penyelenggaraan perumahan

Tetap Jejaki kolaborasi dan
sinergitas program perbantuan
peruma?man an Eembangkan skema
pembiayaan perumahan lagi lebih
variatif dalam menggandeng peran
CSR, Baznas dan lembagakeagaaman
, pihak TNI/Polri dil

Pengembang maupun
seluruh stakholder
?iatkan progress
pelaksanaan realisasi
tiap program

Gandeng Kerjasama dengan Peran Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat di tingkat provinsi maupun
kab/kota pada beberapa raksdgartai yang ada
untuk tiap fraksi membantu 5 unit rumah

Semua sumber data
dapat Turut Update
data terbaru dan juga
dapat menyampaikan
kendala/hambatan

penyelesaian bersama

Admin PKP Belum aktiv
untuk menginput data di

Pemda Kuran
) aplikasi e-PSR

komunikasi dan
koordinasi antar
stakholder dan Tingkat
kesadaran para
stakeholder perumahan
yang belum merata akan
peran dan fungsi data
yang sangat penting &
strategis

Kuran
Keterlibatan
admin untuk

mengikuti Rakor
bersama tim
teknis

Kurang koperatif pemda,
perbankan, dIl dalam
menyampaikan data
update

Pengembang dan
pemda kesulitan
dalam teknis lahan
dan rumah subsidi

Minim peran
CSR/Perusahaan/
pengembang
untukturut andil

Keterbatasan anggaran
daerah dan juga tim faskel
untuk update terkait
dengan detail naik
turunnya RTLH/Backlog

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Kerja sama dengan pihak Pemdes di wilayah

kab/kota untuk memaksimakan alokasi dana desa
dalam penyelenggaran perumahan dengan (1 desa
dalam pertahun dapat membantu/menangani 6-8
unit rumah. Sertagari_ng kolaborasi basis data MBR

i tingkat desa

Perbankan juga dapat turut membantu dalam
pemberian bantuan bahan mataerial/ finansial
untuk rehab rumah dan membantu memberikan

kemudahan dalam calon pengajuan KPR

Berdayakan portal khusus dari DPKP Provinis
Maluki yang sudah dilauching ( Baileo Maluku
dalam mempermudah backup penyampaian
supply dan demand sg_lfz\'ra rutin maupun secara
rill time

Mendukung percepatan
penyelesaian rancangan Perda
mengenai retribusi PBG, maka

Pemerintah Daerah
Kabulf‘)aten/Kota dapat
mengunduh pedoman penyusunan
Perda retribusi PBG pada tautan
https://bit.ly/pbgptka

agar dicari solusi

Pendampingan dan optimalisasi pengaktifan

ﬁeran pokja dan forum pkp serta penguatan

apasistas staf pendataan untuk koordinasi

dengan stakholder lainnya maupun ke pihak
Balai P2P Maluku

Pengalokasian anggaran pendataan di
tiap kab/kota.Maupun melakukan
pendataan permintaan rumah melalui
housing que hin%ga u})dahe RTLH-Trend
acklog

Komitmen bersama dalam penguatan
sinergitas penyelenggaraan
penyediaan perumahan bukan hanya
pusat tapi kesadaran Pemda dalam
ikut andil.

Dukungan perangkat seluruh
_kecamatan dan desa terkait data
tidak terdaftar Non PBG/IMB , RTLH,
Kebutuhan eksisting rumah dil

Bekerja sama dengan Universitas untuk
berdayakan mahasiswa KKN dalam membantu
pendataan masyarakat MBR/NON MBR yang
NON PBG/IMB maupun kondisi sosbude?mo
masyarakat RTLH khususnya MBR dalam
mencapai target PSR

I PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Pelaksanaan Program
Satu Juta Rumah

Sumber : Bahan Kemendagri, diolah

o

Komitmen bersama stakholder perumahan DPKP,
Perbankan dan dinas perzinan dI| agar tegpadu 1
pintu ( satu data ) rutin mengirimkan data

bulanan/u daﬁn% ata
Untuk DPKP ( Max Tgl 17 ) , Perbankan/Perizinan (
Max Tgl 19-20 ), Pengembang ( Max Tgl 17)

Optimalkan koordinasi secara intens antara
emangku kepent,,m%ap melalui luri n§k an
darln§ serta dari K r?lat,am forum/rakor

lintas sektor dan terapkan FGD

Dukungan kerjasama dari BPS terkait
Eendat,aan update perumahan
(backlog dan kondisi masyarakat
loKal ) > Integrasi Data
Susenas/Regsosek

TIM Serbu TFL dari dinas PKP dapat,
membantu mendata Eemban unan yan
dilakukan masyarakat MBR7NON MBR
yang NON PBG/?MB dan update lainnya

Pemda dan Pol?'a PKP dapat membantu mengupdate
informasi detail tentang CSR/LSM/Lembaga
Terkait/Kementerian lainnga yang turut membantu
penyelenggaraan perdmahan

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Pemerintah Pusat

1. Pembangunan rumah

2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk
pembagian target di masing-masing daerah

Pemerintah Daerah

1. Penyusunan dokumen RP3KP

Mendorong kab/kota untuk melakukan Percepatan Penerbitan PBG dan
SLF (Provinsi)

3. Melakukan Percepatan penerbitan PBG dan SLF (Kabupaten/Kota)

4. Penyiapan RC

5. Pengadaan Lahan

6. Membangun PSU Permukiman/Perumahan sebagai pendukung

7

8

9

o

. Koordinasi dengan Lembaga keuangan
. Menyusun Basis Data Perumahan dan Permukiman
. Melakukan pembangunan rumah (Peningkatan kualitas dan
pembangunan baru)
10.Melakukan Kerjasama dalam rangka penyediaan rumah layak huni
(Inovasi sumber pembiayaan)



PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM \ apuce
L. EKOSISTEM PEMBIAYAAN bl
PERUMAHAN .. o, -

& @ EKOSISTEM
PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

Vg —_/ i o
Stakeholders yang langsung berhubungan dengan MER ! 86 &

Stakeholders pendukung S eosen m ﬁ o
s | pasmerran
Furs DAL

f@/o

o

( PENGEMBANGAN SATU
DATA DAN KOLABORASI
PELAKSANAAN )

KOMITMEN
PENYELESAIAN
PERMASALAHAN
PELAKSANAAN
PSR




KEMENTERIAN PUPR ( APV
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN | 504D MEMBANGON NEGERI
Outline

KEMANDIRIAN POKJA PKP dan FORUM PKP Kerangka Pembinaan Daerah dalam Urusan

Penyelenggaraan PKP

Peran Kolaborasi dan Sinergitas Antar Sektor

Sebagai Instrumen Penting

Penanganan Permasalahan Perumahan
di Daerah

Disampaikan pada
Kegiatan Advokasi Daerah
Kota Tual

Oleh
Tenaga Ahli Perencanaan & Kelembagaan Perumahan BP2P Maluku
Ahmad Latupono

Tual, 24 November 2023

wii | BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU

Kerangka Pembinaan Daerah dalam Urusan

PP 88/2014

Kemen PUPR
Dietjen Perumahan
Balai P2P Maluku

Staf Pendukung
Perencanaan
Perumahan

Pendampingan
implementasi PPSB

Mendorong

penyusunan RP3KP

Penyelenggaraan PKP

> Advokasi ke

Daerah

Staf Pendukung

Perumahan -

Kelembagaan

Review dan Pembentukan/ Survei data sPasmI

—— restrukturisasi Pokja PKP rusun, rusus dan
dan Forum PKP PSU

Penyusunan rencana
. kerja Pokja PKP dan
rencana kolaborasi

Pengumpulan data
perumahan

Peningkatan
“—  Kolaborasi PKP di
Daerah

2 Riview Struktur Kelembagaan Pokja PKP/ Forum
PKP dan Prolegda RP3KP

3 Issu Pembangunan Perumahan di Daerah dan

Kota Tual

4 Pentingnya Peran Kolaborasi Sinergitas Antar

Sektor

5 Penutup

I:‘ (!
RIVIEW KELEMBAGAAN POKJA PKP/ FORUM PAKP

dan PROLEGDA RP3KP KOTA TUAL

Struktur Pokja PKP Kota Tual
SK: 54.b TAHUN 2020

. Tim Pembina; Ketua DPRD Kota Tual

. Tim Pengarah; Ketua Komisi C DPRD Kota
Tual

. Ketua

. Sekretaris

.Bisang Teknis Perumahan Dan

Kawasan Permukiman; Direktur
PDAM Maren Kota Tual

. Bidang Penataan Ruang
. Bidang Advokasi dan Koordinasi
. Bidang Pembiayaan dan Kemitraan;

Akademisi

. Bidang Pendataan dan Informasi

Struktur & Keanggotaan Pokja PKP
Kabupaten/ Kota
Permen 12/2020; Pasal 32 & 33

Pengarah:

o Ketua

o Wakil Ketua

¢ Anggota

Pelaksana;

o Bid. Kebijakan dan Strategi

¢ Bid. Teknis PKP

¢ Bid. Kelembagaan, Kemitraan &
Informasi

o Pemantauan & Evaluasi

L]

Keanggotaan: Perencanaan, PUPR,

PKP, Pertanahan & LH




Struktur Pokja PKP
(Penjabaran Permen PUPR 12/2020 ke dalam Juknis)

Struktur Keanggotaan Pokja PKP Kabupaten/Kota

p I

APU

51005 HEHBAN

A. Pembina

Bupati/ Walikota

B. Tim Peng

arah

Ketua

Pejabat Eselon | Sekretariat Daerah atau

Pejabat Eselon || Bappeda

Wakil Ketua

Pejabat Eselon Il Bappeda atau OPD terkait

Anggota

Pejabat Eselon Il OPD terkait

C. Tim Pelaksana

Ketua

Pejabat Eselon Il Kepala Dinas urusan PKP

Sekretaris

Pejabat Eselon Il OPD yang membidangi urusan PKP

Anggota

?Pejabat Eselon Il OPD terkait

L

oonNeER

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, g Fuis 2020

Nomor 188352 /5935 5T Yth. 1. Gubemur;
sifat : 2. Bupativalikota.
Lampiran 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian _Peraturan _ Menteri di-
PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Seluruh Indonesia

Peran Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukim:
Sehubungan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rekyst Nomor 12 Tahun 2020 teniang Peran
dal dan Kawasan
Permukiman, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Diien Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
dan Kawasan
Permukiman (PKP) di daerah dalam hal koordinasi penyusunan
kebijakan PKP, PKP,
pengarusutamaan PKP dalam dokumen perencanaan pembangunan
daerah serta Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai bagian perwujudan satu data
(P

2. Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020 dimaksud merupakan
panduan perwujudan peran masyarakat dalam tata cara pemberian
masukan oleh masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan
pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) PKP dan Forum PKP ‘sebagai
wadah dan dalam
Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP);

3. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan salinan
Peraturan Menteri dlmaksud dan diharapkan Gubernur dan

i dengan
i Pokja

au o

PP o motakukan pemhemukan Forum PKP.

Demikian disampaikan dan terima kasih atas kerjasamanya.
satedi Dalam Negeri

Rris Jenderal

Tembusan
1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

5

Struktur Pokja PKPv

- |I I
Tim Pelaksana | Ketua Pokja PKP |

--------- = [ Seketais |

L ‘
Bidang A i | Bidang B Bidang C: Bidang D, dst_: II
- Koordinator b | Koordinator Koordinator - Koordinator
- Anggota - Anggota - Anggota - Anggota
Bid. Kebijakan Bid. Teknis PKP Bid. Kemitraan, Bid. Pemantauarr
dan Strategi Kelem & Informasi & Evaluasi

Tim Sekretariat:

- Pimpinan
\ - Staff /

5649 NEMBANGUN NEGER)

ISSU dan HAMBATAN PEMBANGUNAN
PERUMAHAN di DAERAH/
KABUPATEN KOTA (KOTA TUAL)

Profil Perumahan Kota Tual ‘ Issu Pem. Perumahan

Jumlah RTLH
Backlog Backlog Jumlah dalam Kawan Pertumbuhan dan

Kepemilikan Penghunian RTLH (unit) -
___Kumuh pembangunan wilayah

4.602 4.602 2.596 529 yang kurang

\ \ \ memperhatikan
kepentingan

masyarakat dari berbagai kalangan, terutama masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR), dapat menimbulkan kesenjangan

dan kesulitan bagi MBR dalam memperoleh rumah yang layak dan

E terjangkau




~-

Y= qmw .......
s K Hambatan / Masalah

(v] Pembangunan sektor
perumahan tidak termasuk Impact

pengharusutamaan dalam RKPD MBR tidak mampu
mengakses RLH

O Perizinan

o Lahan Q
Nex Impact; Meningkatya
(1 | aju pertambahan RT/ Penduduk + Backiog

» RTLH

» Kemiskinan
° Keterbatasan Anggaran > Ketimpanaan sosial. eko. dlI

PENUTUP
Forum CSR Indonesia

Forum CSR Indonesia, merupakan organisasi profesi yang juga
menjadi mitra strategis dari Pemerintah serta berbagai kalangan
baik Dunia Usaha, BUMN, BUMD;, Yayasan, Universitas dan NGOs
yang dibentuk dan didirikan olgﬁwl"(""ementerian Sosial berdasarkan
Permensos RI No 6 Tahun 2016-dan No 9 Tahun 2020 sebagai
sebuah forum dalam rargka mhmingkatkan kepedulian,
kemampuan, dan tanggung jawab_ dunia usaha dalam
penyelenggaraan kesejﬂraan S secara melembaga,
berkelanjutan, efektif, dan masif. Membantu tugas — tugas
Pemerintah dalam mewujudkan Kesejahteraan Sosial
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Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta
Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2017 tentang Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012")
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
("UU 25/2007")
4. Dasar Hukum Berikutnya adalah Undang-Undang No. 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU 32/2009)

g

5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang

Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program

Bina Lingkungan

sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-
08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha
Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 * Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan

Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (“Permen BUMN 5/2007")
Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU 22/2001")
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
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Permensos RI No. 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha.
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Permensos No 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usafa da:\
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APVLE
PERMASA[AHAN O BANYAKNYA MBR YANG MAMPU UNTUK MENCICIL / MEMBAY%—‘

TETAPI TIDAK MEMPUNYAI AKSES DAN TIDAK BANKABLE (BISA SEWA
RUMAH BULANAN, NGE-KOST, BISA SEWA RUMAH PETAK DLL)

O BACKLOG PERUMAHAN YANG MASIH TINGGI O BANYAKNYA MBR YANG BERMASALAH DENGAN NILAI-NILAI YANG
O TIDAK TERPENUHINYA KEBUTUHAN BAGI MASYARAKAT KECIL DI BERBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN AKIBAT KREDIT HP,
NON PENGHASILAN/MISKIN/TIDAK MAMPU UNTUK MENCICIL DAN KREDIT MOTOR, KREDIT ELEKTRONIK YANG MACET DENGAN NILAI DI
NON BANKABLE BAWAH 1 JUTA, SEHINGGA UNTUK MENGAJUKAN KPR SUBSIDI
O SULITNYA MBR KHUSUSNYA NON FIXED INCOME UNTUK TERGANIJAL DI BI CHECKING / SLIK OJK.
MENDAPATKAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN O KAWASAN KUMUH / RTLH / RTH
- SULIT DARI MEKANISME DAN PROSEDURAL O KEMISKINAN EKSTREEM
PERBANKAN/PEMBIAYAAN O PERMASALAHAN LINGKUNGAN (BANJR/SAMPAH/PENGHIJAUAN)
- SULIT BAGI MBR UNTUK MEMENUHI BERBAGAI PERSYARATAN DAN O STUNTING
DOKUMEN O FASUM / FASOS ==
O KARAKTER MBR YANG INGIN MUDAH KARENA v =
KETERBATASAN SECARA EKONOMI, PENDIDIKAN, PENGETAHUAN, © \
DAN KEMAMPUAN DAN SEMUANYA BERHARAP INSTAN -

5 5 =

APUCR APU
} CSR/ CSV UNTUK PERUMAHAN h
PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI CORE BISNIS TERKAIT LANGSUNG

v'Perusahan SEMEN ( SEMEN INDONESIA GROUP) dan Semen Swasta
v'Perusahaan Precast beton ( Wika Beton, Waskita Beton, dll)
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CSV yang sudah diterapkan adalah antara perusahaan dan
masyarakat, masyarakat sebagai pelaku sekaligus penerima
manfaat dalam melakukan program yang sama-sama
menguntung dan mendukung usaha perusahaan, namun
dalam CSV bagi penyediaan perumahan agak berbeda , yang
pertama dari sisi perusahaan, yang kedua dari sisi
masyarakat sebagai pelaku, yang ketiga masyarakat
penerima manfaat yang bisa sebagai pelaku maupun tidak,
tetapi masyarakat yang bisa dari dalam internal perusahaan
ataupun external dalam lingkungan perusahaan yang belum
memiliki tempat tinggal, Adapun CSV di sektor perumahan
melibatkan :

v'Perusahaan Konstruksi BUMN/Swasta ( Adhi Karya, Hutama Karya,
WIKA, TOTAL dli
v'Perusahaan Pabrikasi Pendukung Konstruksi/Bangunan/Gedung dll
v'(Keramik, Atap/Seng, Pipa,Kelistrikan, Cat, Besi, Gypsum dll)
PERUSAHAAN YANG MENSUPPORT KEGIATAN PERUSAHAAN UTAMA
DIBIDANG KONSTRUKSI
v LEMBAGA KEUANGAN/PEMBIAYAAN : BANK BTN, PT SMI, PT SMF,
PERBANKAN LAINNYA
PERANSERTA AKTIF PERUSAHAAN BUMN/SWASTA DALAM
MENDUKUNG PROGRAM CSV :
v'Misalnya PT BUKIT ASAM, PT PUPUK INDONESIA, PERTAMINA,
PERUSAHAAN LAINYA v
PERAN PEMERINTAH melalui arahan program, kebijakan, serta “@ \
dukungan.
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KAWASAN KUMUH /RTLH/PERMASALAHAN
PEMUKIMAN

Bedah rumah rumah tidak layak huni
Bantuan rumah bagi warga miskin
Bantuan pembangunan rumah dengan skema bergulir
Bantuan pembangunan rumah dengan skema rent to own
Bantuan penyediaan MCK dan Jamban
Bantuan pelayanan air bersih / penyediaan sumur bor atau
saluran air bersih (mini water plant)
Bantuan Bak/tong sampah, motor sampah, kontainer sampah sampai ke program
bank sampah
Bantuan penghijauan dan taman
Bantuan saluran/drainase
Bantuan penerangan lampu jalan
Bantuan Fasum / Fasos ( PAUD, TK, TPA, Mushola/Masjid, Taman bermain,
klinik, tempat berdagang/pasar, area publik/tempat berkumpul/interaksi) dll

Memberikan ruang untuk magang kerja di perusahaan

maupun magang usaha di usaha-usaha yang sudah mapan

Memberikan bantuan sosial, sembako, bantuan obat-

obatan, makanan bergizi

Memfasilitasi dan memberikan kesempatan serta

kepada disabilitas dalam kesetaraan hidup

Memfasilitasi dan memberikan bantuan untuk perumahan atau

relokasi ke perumahan yang layak

Memfasilitasi dan memberikan kesempatan kepada warga untuk

mendapatkan pendidikan formal e

Memfasilitasi dan memberikan kesempatan kepada wargg untuk

mendapatkan layanan kesehatan \
||

6.
7.

8.

APU
PERAN CSR DALAM PENANGGULANGAN l{
KEMISKINAN EKSTREM (PKE)

Melakukan pemberdayaan masyarakat

Penataaan dan pengembangan Kampung/desa menjadi
Kampung Keluarga Berkualitas, Kampung,Kreatif, Kampung
Produktif, Kampung Wisata dengan mengangkat potensi
kampung

Peningkatan Kapasitas SDM Warga melalui Edukasi dan
Sosialisasi

Memberikan pelatihan kepada warga agar mempunyai
kemampuan/ skill untuk bekerja dan berusaha

Meberikan ruang untuk berusaha dengan menyediakan tempat
berusaha ataupun peluang kerja

Membantu berbagai peralatan atau kebutuhan untuk usaha
Membantu permodalan usaha baik pemula maupun yang sudah
berjalan

Membantu meningkatkan kapasitas usaha, melalui pelatihan

produk, kemasan, perizinan usaha, izin PIRT dan Sertifikasi halal

5

) 2PUSR

» PERAN PEMERINTAH

AT PROGRAM-PROGRAM KREATIF DAN INOVATIF UNTUK
IAAN RUMAH BAGI MBR ATAU PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN
T DALAM PENYEDIAAN RUMAH BAGI MBR DENGAN SKEMA CSR/

MENDORONG DAN MENGAJAK PERUSAHAAN UNTUK TERLIBAT DALAM
PENYEDIAAN PERUMAHAN BAGI MBR MELALUI SKEMA INVESTASI
MAUPUN CSR/ CSV

MEMBERIKAN KEMUDAHAN DALAM PERIZINAN DAN PEMBIAYAAN
MENDUKUNG FASILITAS PENYEDIAAN PSU
PENYEDIAAN TANAH BAGI PERUMAHAN BAGI WARGA MISKIN ATAU MBR
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PERLU MEMBUAT SUATU PERENCANAAN PROGRAM TERKAIT KOLABORASI DAN
SINERGY PIHAK PERUSAHAAN BAIK BUMN.BUMD MAUPUN SWASTA DALAM
MENDUKUNG SOLUSI PERMASALAHAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

PERLU SUATU PENDEKATAN KEMENTERIAN PUPR DENGAN KEMENTERIAN
BUMN/PERINDUSTRIAN/DESA-PDT/ ASOSIASI PERUSAHAAAN/LEMBAGA
DONOR/BAZNAS DLL

PERLU DORONGAN DARI KEMENTERIAN TERKAIT , TERKAIT DENGAN
DUKUNGAN CSR PERUSAHAAN TERHADAP SEKTOR PERUMAHAN MELALUI
PENUGASAN ATAUPUN KEBIJAKAN KEMENTERIAN TERKAIT.

MENDORONG CSR BUMN KARYA DAN BUMN PERBANKAN UNTUK
MENGALOKASIKAN DANA CSR DI SEKTOR PERUMAHAN.

MENDORONG AGAR DIKELUARKANNYA INPRES TERKAIT DUKUNGAN
KALANGAN PERUSAHAAN BUMN/BUMD/SWASTA DI SEKTOR PERUMAHAN

TERIMA KASIH
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SIGAP MEMBANGUN NEGERI




